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MOTTO 

 

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ الِٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاذِاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ انَْ    انَِّ اللّٰه

ا يَعِظُكُمْ بهِٖ ۗ  َ نِعِمَّ َ كَانَ سَمِيْعاًۢ بَصِيْرًا تحَْكُمُوْا باِلْعدَْلِ ۗ انَِّ اللّٰه انَِّ اللّٰه  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran 

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat” (Q.S An-Nisa: 58)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991). 
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ABSTRAK 

PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PIDANA KORUPSI DALAM 

PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH 

JASSER AUDA 

Linda Anastyapatika Sari 

NIM: 23913008 

 

Penelitian ini menganalisis peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi 

dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah dengan pendekatan sistem yang dikembangkan 

oleh Jasser Auda. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan 

masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan seharusnya mencerminkan tingkat 

kejahatan yang dilakukan serta memberikan efek jera. Namun dalam praktiknya, 

PERMA No. 1 Tahun 2020 membuka peluang bagi hakim untuk memberikan vonis 

ringan yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum dan 

menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menekankan 

pada kajian maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda yang menyumbangkan enam elemen 

dalam analisanya yaitu kognitif, keseluruhan, keterbukaan, hierarki, multidemnsional, 

serta tujuan dan arah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu PERMA 

No. 1 Tahun 2020. Studi ini menyoroti bahwa dalam Islam, keadilan tidak hanya 

berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan 

pemulihan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan. Dengan menggunakan metode 

analisis silogisme hukum atau qiyas, penelitian ini mengaitkan kebijakan peringanan 

hukuman dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 bertentangan 

dengan prinsip utama maqāṣid asy-syarī‘ah, yaitu perlindungan harta dan 

kesejahteraan publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi tersebut agar 

hukum dapat lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan masyarakat. Reformasi 

hukum yang lebih tegas dan berbasis pada prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi 

langkah penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan benar-benar berfungsi 

dalam menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kezaliman. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Maqāṣid Asy-Syarī‘ah, Peringanan Hukuman, Tindak 

Pidana Korupsi. 
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ABSTRACT 

COMMUTATION OF PUNISHMENT FOR CRIMINAL ACT OF 

CORRUPTION IN PERMA NO. 1 OF 2020 FROM THE PERSPECTIVE OF 

JASSER AUDA’S MAQĀṢHID SHARIA 

 

Linda Anastyapatika Sari 

NIM: 23913008 

 

This study analyzes the commutation of punishment for the perpetrators of corruption 

in the perspective of Maqashid Sharia with a system approach developed by Jasser 

Auda. Corruption is an extraordinary crime that is detrimental to the state and society; 

therefore, the punishment given should reflect the level of crime committed and can 

provide a deterrent effect. However, in practice, PERMA No. 1 of 2020 opens up 

opportunities for judges to give light punishment that are potential to create inequality 

in law enforcement and reduce public trust in the justice system. This study used a 

qualitative method with a normative juridical approach, emphasizing the study of 

Maqashid Sharia by Jasser Auda who contributes six elements in his analysis: 

cognitive, holisitic, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purpose and 

and direction to examine laws and regulations, PERMA No. 1 of 2020. It highlights 

that in Islam, justice is not only related to punishing the perpetrators, but also ensuring 

the recovery of the rights of the community that has been harmed. Using the method of 

legal syllogism analysis or qiyas, this study links the policy of punishment 

commutation with the concept of justice in Islamic law. The results of the study showed 

that the policy of sentence reduction in PERMA No. 1 of 2020 is contradicting to the 

main principle of Maqashid Sharia namely the protection of property and public 

welfare. Therefore, a revision of the regulation is deemed important to make the law 

more oriented to justice and the people interests. Legal reform that is firmer and based 

on the principle of Maqashid Sharia is an important step to ensure that the justice 

system truly functions in upholding justice and preventing injustice. 

Keywords: Islamic Law, Maqashid Sharia, Punishment Commutation, Corruption. 
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara pasti mempunyai sistem konstitusional untuk mengatur 

tata ruangnya yang berisikan seperangkat aturan mengenai pola kepemimpinan, 

kebijakan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Demokrasi merupakan salah 

satu sistem yang telah diimplementasikan oleh berbagai negara termasuk 

Indonesia. Jika dikaji secara historis, demokrasi di Indonesia berangkat dimasa 

reformasi tepatnya pada tahun 1998 yang dilatar belakangi dengan terjadinya 

keruntuhan perekonomian negara akibat korupsi dan otoritarianisme.1  

Oleh karena itu dipenghujung masa transisi diselenggarakanlah pemilu 

dan disahkannya undang-undang pers guna menjamin kebebasan dalam 

berpendapat.2 Ini merupakan titik awal peralihan Indonesia menjadi negara 

yang bercirikan partisipasi masyarakatnya dalam sebuah kepemerintahan 

(demokrasi)3 untuk terjalinnya hubungan yang harmonis dan seimbang antara 

manusia dengan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.4 

 
1 Ulum, “Indonesian Democracy And Political Parties After Twenty Years Of Reformation,” 

ILREV Journal, Vol. 10, no. 1, 2020, 32. 
2 Ulum, 32. 
3 Paula Becker dan Jean-Aime A. Raveloson, What Is Democracy (Antananarivo: Friedrich 

Ebert stiftung, 2008), 4. 
4 Bambang Panji Gunawan, “Democracy In Indonesia Constituional Life” Jurnal Reformasi 

Hukum, Vol. 1, no. 2 , 2018, 74. 



 

2  

Dengan demikian masyarakat Indonesia telah memiliki hak dalam 

mengaspirasikan gagasanya termasuk untuk memilih parlemen negara 

berdasarkan amar yang ditujukan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang terpilih 

justru malah menampik amanatnya. Hal ini dibuktikan pada sebuah penelitian 

yang mengemukakan bahwa demokrasi dalam satu dekade ini sudah tidak 

berjalan dengan kaidah yang semestinya, sebagaimana hutang negara semakin 

melambung dimasa krisis perekonomian yang kemudian berdampak pada 

terganggunya kesejahteraan masyarakat.5  

Dibalik terjadinya problematika tersebut tentu ada pemanfaatan pada 

sistem demokrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu elit untuk 

memenangkan kursi kekuasaan untuk melindungi kepentingan materialnya6 

yang berakibatkan pada kencangnya tindak pidana korupsi pada tiap tahunnya. 

Keterangan tersebut sejalan dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW) 

pada tren kasus penanganan korupsi dari tahun 2019-2023 sebagai berikut 

 

Gambar 1. 1 Tren Korupsi 2019-2023 

 
5 Nina Lestari dan Alia Ramadhani, “Dynamics of Development Democracy Indonesia in the 

Era of Jokowi Leadership,” Jurnal Netralitas Dan Pemilu 1, no. 1 (2022): 46, 

https://doi.org/10/5510/JNP.v1i1.179.  
6 Asrinaldi dkk, “Oligarchy In The Jokowi Goverment And Its Influence On The 

Implementation Of Legistalive Function In Indonesia,” Asian Journal of Comparative Politics 20, no. 

10 (2021): 4, https://doi.org/10.1177/205791121995564. 
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Menjamurnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini sungguh 

sangat mengkhawatirkan dan berakibat buruk bagi segala sendiri-sendi 

kehidupan. Mirisnya, tidak ada penanganan secara khusus dan bahkan 

menimbulkan polemik baru yang kerap terjadi. Dampaknya bentuk pelayanan 

masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya tidak 

berjalan secara efektif dan efisien.7 Sebagaimana diketahui bahwa korupsi 

merupakan tindakan yang mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang meluncurkan bencana pada 

perekonomian nasional dan juga kehidupan bangsa8 tetapi diberikan peringanan 

terhadap pelaku yang tentu menimbulkan kejanggalan bagi masyarakat. 

Seperti pada kasus yang telah ditetapkan dengan terpidananya Irman 

Gusman yang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia periode 2014/2019 telah divonis bersalah akibat kasus suap terkait 

pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera 

Barat sebesar Rp 100 juta hanya dijerat hukuman 3 tahun penjara dan denda 

sebesar 50 juta.9 Tidak hanya itu, pada kasus dengan terpidananya Juliari P. 

Batubara sebagai menteri sosial Republik Indonesia Kabinet Indonesia maju 

 
7 Leo Agustino dkk., “Corruption Eradication in Indonesia: The Experience of The Corruption 

Eradication Commission (KPK),” Journal Of Governance 6, no. 2 (2021): 232, 

http://dx.doi.org/10.31506/jog.v6i2.12126. 
8 Agustino dkk., 235. 
9 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 97/ PK/Pid.Sus/2019,” 

putusan.mahkamahagung.go.id, 2019. 
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periode 2019/2020 yang telah menerima suap dana bansos covid-19 sebesar Rp 

32,4 miliar, hanya dijerat hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta 

uang pengganti Rp 14,5 miliar.10 

Penetapan hukuman pada permisalan kasus tersebut diyakini adanya 

keganjalan pada penonjolan peringanan hukuman yang berlaku. Apabila 

dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 

20 Tahun 2001 yang merupakan fondasi undang-undang pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia secara eksplisit tidak menyebutkan aspek-aspek 

yang dapat meringankan.11 

Namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 terdapat sejumlah poin pasal 

yang memungkinkan adanya peringanan hukuman apabila aspek-aspek tertentu 

terpenuhi. Tetapi spesifikasi terkait peringanan hukuman dalam peraturan 

tersebut memiliki pemaknaan yang cukup luas, sehingga berpotensi 

menimbulkan multitafsir dan ambigu dalam penetapannya. Kondisi ini dapat 

membuka ruang bagi pelaku untuk mendapatkan peringanan hukuman atas 

perbuatannya, meskipun dampak dari tindakannya sangat signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas umat muslim seyogianya 

mengutakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya tanpa memandang 

 
10 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,” 

putusan.mahkamahagung.go.id, 2021. 
11 “UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” t.t. 



 

5  

strata sosial. Dalam konteks ini, maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi kajian penting 

dalam hukum Islam, khususnya dalam menelaah peringanan hukuman untuk 

tindak pidana korupsi. Pendekatakatan maqāṣid asy-syarī‘ah yang 

dikembangkan oleh Jasser Auda memiliki relevansi yang nyata terhadap 

permasalahan kontemporer yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan 

hanya kelompok atau individu tertentu. Telaah ini menjadi penting untuk 

menganalisis peringanan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 

korupsi, mengingat dampaknya yang luas dan dapat merugikan kemaslahatan 

publik, sebagaimana korupsi tidak hanya melukai kepercayaan masyarakat, 

tetapi juga menmbulkan ketimpangan dalam sistem keadilan. 

Kebijakan publik dalam wadah peraturan perundang-undangan 

seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh 

masyarakat. Namun realitanya ada beberapa aturan yang belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip kemaslahatan untuk mencapai keadilan dan 

kesejahteraan bersama. Kondisi ini seringkali menciptakan presepsi bahwa 

hukum lebih berpihak pada kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Terlebih 

lagi jika terdapat penyelewenagan sanksi dengan ganjaran yang tidak 

memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut semakin memperkuat 

ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, integrasi 

nilai-nilai maqāṣid asy-syarī‘ah dalam kebijakan publik untuk menciptakan 

keadilan yang merata dan maslahat yang nyata bagi seluruh masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rangkaian rumusan masalah yang diperoleh: 

1. Bagaimana peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku tindak 

pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020? 

2. Bagaimana kajian maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda terhadap 

peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2020? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dihasilkan 

bertujuan:  

1. Untuk menjelaskan peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku 

tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 . 

2. Untuk menganalisis kajian maqāṣid asy-syarī‘ah terhadap PERMA No. 

1 Tahun 2020 terkait peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku 

tindak pidana korupsi. 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi 

ilmiah bagi perkembangan pengetahuan khususnya dalam lingkup 

hukum pidana materiil.  
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2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan sebagai rujukan bahan 

perbandingan serta perhitungan dalam merumuskan landasan yang 

lebih kuat terkait aturan tindak pidana korupsi. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan tesis yang dijelaskan secara terperinci pada 

pembahasan selanjutnya dapat diuraikan secara umum dan singkat sebagai 

berikut:  

Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I dijelaskan tentang latar belakang diangkatnya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teori 

 Dalam Bab ini diuraikan dua pembahasan terkait penelitian sebelumnya 

yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, dan kerangka teori dari 

variabel pembahasan yang meliputi tindak pidana korupsi, peringanan 

hukuman, dan maqāṣhid asy-syarī‘ah perspektif Jasser Auda. 

Bab III Metode Penelitian Yang Digunakan 

 Pada bagian ini penulis mengulas metode penelitian yang digunakan 

dalam menganalisa pembahasan ini ke dalam tiga bagian, yaitu jenis dan 

pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.  
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Bab IV Hasil Pembahasan  

 Dalam hasil pembahasan penelitian ini menganalisis tentang kajian 

maqāṣid asy-syarī’ah terhadap peringanan hukuman pelaku tindak pidana 

korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. 

Bab V Penutup 

Memuat kesimpulan terhadap rumusan masalah yang dijelaskan pada 

sebelumnya, serta saran yang dianggap berguna dalam penulisan tesis ini. 
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BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian penelitian ini terdapat beberapa artikel karya ilmiah 

sebelumnya yang mengkaji persoalan hampir serupa dengan penelitian yang 

dilakukan. Penelurusan penulis terhadap karya-karya ilmiah tersebut 

diantaranya: 

Pertama, artikel yang ditulis oleh Muhammad Chairul Huda dan Budi 

Ispriyarso tentang “Contribution Of Islamic Law In The Discretionary Scheme 

That Has Implications For Corruption”. Tulisan ini mengeksplorasi kajian 

tentang hukum Islam terhadap diskresi yang berimplikasi pada tindak pidana 

korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif, dimana hukum dipandang sebagai alat normatif dengan 

pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh pertama, skema 

diskresi dibuat untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan 

korupsi dan menunjukkan adanya nilai-nilai dasar yang belum diterapkan 

secara praktis, kedua adalah kontribusi hukum Islam terhadap diskresi pada 

nilai-nilai yang menjadi acuan praktis. Pejabat harus memiliki sifat 
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keteladanan, muqōrobah, qana‘ah, dan menjaga diri serta keluarga agar tidak 

menyalahgunakan kekuasaan dalam diskresi dan terhindar dari korupsi.1 

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian 

selanjutnya adalah sama-sama menganalisis keputusan pemerintah dalam 

menetapkan hukuman tindak pidana korupsi dalam kajian hukum Islam. 

Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian sebelumnya mengkritisi kontribusi 

hukum Islam terhadap diskresi yang di ambil oleh pejabat, oleh karena itu 

dalam melaksanan diskresi ini diperlukanlah tumpuan yang baik untuk 

kepribadian seseorang yang memutuskan agar dapat memperoleh kemaslahatan 

bagi masyarakat agar tidak berujung pada tindakan korupsi. Berbeda halnya 

dengan tesis ini yang menganalisis peringanan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana korupsi yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam 

pandangan maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda, ini bertujuan untuk memperoleh 

jawaban atas analisa apakah peringanan hukuman yang diberikan dapat 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya atau bahkan 

sebaliknya.  

Kedua, artikel yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto, Yoyoh M Darusman, 

Ichwani Siti Utami, dan Nurdiyana tentang “The Light Judgment Decision In 

The Case Of Corruption: The Implication For The Sense Of Public Justice”. 

 
1 Muhammad Chairul Huda dan Budi Ispriyanto, “Contribution Of Islamic Law In The 

Discretionary Sheme That Has Implication For Corruption,” Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan 

Kemanusiaan 19, no. 2 (2019), https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2. 
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Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang dapat 

mencederai keadilan masyarakat serta menganalisis putusan ringan oleh hakim 

dalam tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap rasa keadilan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif 

dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Data 

yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi dapat mencederai keadilan 

masyarakat karena pelaku tindak pidana korupsi telah merampas hak-hak 

masyarat secara melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri. 

Tindakan yang seperti ini tentu menghambat kemajuan bangsa dan telah 

menggerogoti sistem demokrasi. Mengingat banyaknya putusan hakim yang 

ringan bahkan bebas korupsi, tentunya sangat disayangkan bahwa putusan 

hakim dalam perkara korupsi berimplikasi pada rasa keadilan di masyarakat, 

hal ini dikarenakan putusan hakim adalah mahkota, dan mahkota adalah 

cerminan akhir nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. 2 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-

sama mengkritisi tentang pemberian peringanan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana korupsi yang dapat mencederai masyarakat, karena menghambat 

kemajuan bangsa dan merampas kesejahteraan masyarakat. Perbedaan yang 

 
2 Oksidelfa Yanto dkk., “The Light Judgement Decision In The Case Of Corruption: The 

Implications For The Sense Of Public Justice,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2020), 

http://dx.doi.org/10.29303/ius.x7i3.694. 
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diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengarah pada putusan ringan yang 

dibebankan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang fokus utamanya pada 

putusan hakim, yang mana putusan hakim ini sebagai mahkota untuk 

menegakkan keadilan di masyarakat. Sementara penelitian ini menganalisis 

peringanan hukuman yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Dimana 

PERMA ini menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana 

korupsi, yang kemudian ditelaah dalam  perspektif  maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser 

Auda untuk menjelaskan apakah peraturan yang telah ditetapkan dapat 

menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di masyarakat. 

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Priandina Rizki Rahayu, Achmad 

Irwani Hamzani, Kus Rizkianto, dan Nur Rohim Yunus tentang “Impact Of 

Giving Remissions For The Corruptions In Indonesia”. Tulisan ini bertujuan 

untuk mengetahui dampak remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

kurang baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, sebab dengan adanya 

pemberian remisi maka tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris untuk 

melihat permasalahan terhadap fenomena hukum yang ada di masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, 

dan data sekunder yang diperoleh melalui riset perpustakaan online. Metode 

analisa data disajikan secara naratif-deskriptif untuk menjelaskan terkait 

analisis yang diperoleh dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah untuk 
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memberikan motivasi dalam memperbaiki sikap dan pola pikir positif atau 

untuk membangun dan menyesali perbuatannya. Namun hal ini muncul asumsi 

bahwa dengan adanya pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi 

bukan merupakan hal yang bersifat subtansial dalam pemberantasan atau 

pencegahan korupsi sebagaimana terbukti dengan terjadinya tindak pidana 

korupsi setiap tahunnya di Kabupaten Brebes yang malah menurunkan 

kapasitas lembaga permasyarakatan.3 

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah 

menganalisis peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya 

menganalisis pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang 

dilakukan di Kota Brebes (pendekatan empiris) yang dinilai tidak menimbulkan 

efek jera dan tidak menimbulkan efek pendidikan bagi masyarakat untuk tidak 

mecoba melakukan tindak pidana korupsi di lingkungannya. Hal ini berbeda 

dengan tesis yang ditulis melalui studi pustaka pada analisis peringanan 

hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam 

tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda, untuk menghasilkan sebuah telaah 

bahwa peringanan hukuman dalam PERMA tersebut dapat memberikan 

kemaslahatan atau bahkan sebaliknya. 

 
3 Prianinda Rizki Rahayu dkk., “Impact Of Giving Ressions For The Corruptors In Indonesia,” 

International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 8s (2020). 
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Keempat, artikel ini ditulis oleh Haris Fadillah Harapah dan Widayati 

tentang “The Law Enforcement Againts The Personnel Of Corruption Crime”. 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi penegakan 

hukum terhadap narapidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pemalang serta 

menganalisis upaya yang dilakukan jaksa dalam mencegah terjadinya tindak 

pidana korupsi di wilayah tersebut yang telah menghambat penegakan hukum 

dan solusinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji data sekunder berupa bahan 

hukum, khususnya bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa data 

yang digunakan adalah dekriptif analisis yang menggambarakan objek utama 

sebagai pokok permasalahan pada kasus korupsi di Pemalang. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum khususnya di Kejaksaan 

Pemalang tercatat telah melakukan beberapa tahapan yang sesuai dengan 

perundang-undangan dan standar operasional prosedur kejaksaan. Selain 

dilakukan upaya pidana, juga dilakukan upaya memaksa pengembalian uang 

hasil agar kembali ke kas negara serta upaya untuk mencegah tindak pidana 

korupsi melalui kebijakan menyeluruh dan reformasi administratif menyeluruh. 

Sedangkan faktor yang menghambat penegakan hukum pada wilayah hukum 

Kejaksaan Negeri Pemalang antara lain adalah rumitnya perkara korupsi, 

keterbatasan waktu, dan minimnya jumlah jaksa yang melakukan penyidikan 

serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah. 
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Solusinya adalah dengan pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai 

jaksa dibidang pidana khusus. 4 

Persamaan yang diperoleh pada penelitian ini dan selanjutnya adalah 

memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengkritisi hukuman bagi pelaku 

tindak pidana korupsi. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya 

menganalisis secara mendalam tentang penegakan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana korupsi dan solusinya melalui studi kasus pada suatu wilayah di 

Kejaksaan Negeri Pemalang melalui pendekatan yuridis sosiologi. Sedangkan 

penelitian selanjutnya memfokuskan kajian peringanan hukuman yang tertuang 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dengan pendekatan yuridis normatif dalam 

tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda, untuk dapat menghasilkan sebuah 

penelitian bahwa peringanan hukuman dalam PERMA mengandung unsur 

kemaslahatan atau tidak. 

Kelima, artikel ini ditulis oleh Amir Akbar Nurul Qomar dan Amin 

Purnawan tentang "Functionalization Of Corruption Laws In Criminal 

Judgment Rules”. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fungsionalisasi 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengambilan 

keputusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan Putusan PN Semarang Nomor 

25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg mirip dengan keputusan seorang Bupati di 

Kabupaten Wonogiri yang mengacu pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999. 

 
4 Haris Fadillah Harahap dan Widayati, “The Law Enforcement Againts The Personnel Of 

Corruption Crime,” Law Development Journal 2, no. 4 (2020). 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis 

sosiologi, spesifikasi deskriptif melalui data primer dan sekunder yang diambil 

dari lapangan, wawancara, dan studi literatur. Penelitian ini menujukkan bahwa 

dalam putusan tersebut telah memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf e UU 

No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 2 Tahun 2001 dan UU lainnya yang 

menghasilkan putusan hukuman penjara paling lama lima tahun serta denda 

sebesar dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila bukti tidak dibayar maka 

diganti dengan pidana penjara selama-lamanya dua bulan. Dalam hal ini peran 

hakim sangat penting dalam menentukan keadilan, karena untuk efektifitas 

pemberantasan korupsi perlu ada peningkatan pengawasan, transparasi, dan 

pembacaan putusan disidang terbuka berfungsi sebagai peringatan bagi 

masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.5 

Persamaan yang diperoleh yaitu keduanya meneliti tentang aturan yang 

dijadikan rujukan hakim untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian sebelumnya mengkaji 

salah satu putusan di PN Semarang apakah sudah sesuai dengan undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku dengan menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologi. Sedangkan penelitian selanjutnya mengkritisi 

peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 

 
5 Amir Akbar Nurul Qomar dan Amin Purnawan, “Functionalization Of Corruption Laws In 

Criminal Judgment Rules,” Law Development Journal 2, no. 2 (2020). 
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melalui pendekatan yuridis normatif yang ditinjau dengan maqāṣid asy-

syarī‘ah Jasser Auda. 

Keenam, artikel yang ditulis oleh M Tamliqon Luqman Hakim dan 

Hifdhotul Munawwarah tentang “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan salah satu masalah 

fundamental dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 

pandangan syariat Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan yuridis untuk menganalisa fenomena pemberian remisi bagi 

pelaku tindak pidana korupsi yang ditinjau dalam perspektif Islam. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Permasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana korupsi berhak mendapatkan 

remisi jika telah memenuhi beberapa syarat yang terbagi menjadi syarat umum 

dan khusus. Syarat umum yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa 

hukuman lebih dari 6 bulan, sedangkan syarat khusus yaitu bersedia membantu 

penegak hukum dalam membongkar kehatannya dan telah membayar lunas 

denda sesuai dengan putusan hakim. Meski demikian,  implementasi remisi 

bagi pelaku tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan 1) pemberian remisi 

bagi koruptor tidak mencerminakan konsep keadilan bagi masyarakat, 2) 

pemberian remisi tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, 3) akibat 

yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan 

terhadap semua aspek seperti perkembangan kesejahteraan, perekonomian, 

hukum, akhlak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam impelentasi remisi 



 

18  

ini diperlukan aturan-aturan syariat Islam sebelum memberikan kebijakan 

dalam memberikan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.6 

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dan selanjutnya adalah 

sama-sama mengkaji peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam syariat 

Islam. Perbedaan yang dikemukakan yaitu penelitian sebelumnya mengkaji 

remisi dalam syariat Islam yang tidak menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2020. 

Sementara tesis ini mengarah pada kajian peringanan hukuman dalam PERMA 

No. 1 Tahun 2020 perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda yang tidak 

digunakan sebagai analisa dalam penelitian sebelumnya. 

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Caludia Kewo dan Wenly R.J Lolong 

tentang “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi: Dilematika Penegakan 

Hukum”. Tulisan ini menganalisis pemberian remisi bagi narapidana korupsi 

dengan menguraikan beberapa pandangan yang setuju dan tidak setuju dalam 

hal ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

normatif yang menspesifikasikan pada perundang-undangan, konseptual, dan 

kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagai narapidana 

korupsi menimbulkan perdebatan antara prinsip non diskriminasi dalam hak 

asasi manusia yang mengharuskan persamaan hak semua narapidana, dengan 

rasa keadilan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan korupsi. 

 
6 Muhammad Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdhotul Munawwaroh, “Remisi Koruptor 

Perspektif Syariat Islam,” Journal of Indonesian Comparative of Law 3, no. 1 (20 Juni 2020): 29, 

https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4511. 
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Sementara sebagian pihak berargumen bahwa remisi adalah pengakuan 

terhadap hak asasi narapidana, masyarakat luas menganggap remisi bagi 

koruptor mengurangi efek jera dan ketidakadilan terhadap publik yang 

dirugikan. Para ahli, seperti Thomas Aquinas dan John Rawls menekankan 

pentingnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan hukum. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat kebijakan remisi untuk tindak 

pidana korupsi agar lebih adil bagi masyarakat dan tidak mudah disalah 

gunakan.7 

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dan selanjutnya adalah 

menganalisis tentang bentuk peringanan hukuman tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengarah 

pada dilematika pemberian remisi oleh pelaku tindak pidana korupsi. 

Sementara tesis ini mengarah pada peringanan hukumannya (putusan ringan) 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak 

mengkaji dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dilakukan dalam 

penelitian tesis ini.  

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Andin Adyaksantoro, Sudarsono, 

Abdul Rachmad Budiono, dan Abdul Madjid tentang “Indonesia Regulation 

Authority Of The State’s Attorney In Efforts To Restore State Financial Losses 

Due To Corruption Crimes”. Tulisan ini meneliti keterbatasan jaksa penuntut 

 
7 Claudia Kewo dan Wenly R J Lolong, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi: 

Dilematika Penegakan Hukum,” Jurnal Unima 1, no. 1 (2021). 
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umum dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana 

korupsi karena bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) undang-undang 

pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada kajian perundang-

undangan, konseptual, dan kasus yang menggunakan bahan dasar pustaka yang 

tergolong data sekunder, terutama bersifat publik yang kemudian dianalisa 

dengan analisis resep. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

kesalahpahaman mengenai terbatasnya kewenangan jaksa untuk memulihkan 

kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Yang menjadi 

permasalahan adalah ketika narapidana tidak mampu mengembalikan uang 

pengganti dan memilih menjalani hukuamn badan, maka jaksa agung harus 

melalukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme 

gugatan perdata. Sebab pasal 64 ayat (2) menentukan kerugian keuangan negara 

tidak bisa dilepas meski sudah menjalani hukuman pidana. Implikasi hukum 

dari terbatasnya kewenangan kejaksaan untuk memulihkan kerugian keuangan 

negara yang tidak dapat dikembalikan karena terpidana lebih memilih hukuman 

badan. Pada akhirnya beban negara semakin berat karena harus menanggung 

biaya terpidana menjalani hukuman badan di lembaga pemasyarakatan. 8 

 
8 Andin Adyaksantoro dkk., “Indonesia Regulation Authority Of The State’s Attorney In 

Efforts To Restore State Financial Losses Due To Corruption Crimes,” Internatonal Joural of 

Multicultural and Multireligious Understanding 8, no. 6 (2021). 



 

21  

Persamaan pada kedua penelitian ini adalah adanya kesamaan pada 

topik terkait relevansi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang 

merugikan negara serta meniliknya dalam peraturan yang dijadikan referensi 

dalam memutus perkara. Perbedaan yang diperoleh adalah penelitian 

sebelumnya menitik beratkan pembahasan tentang adanya keterbatasan 

kewenangan jaksa penuntut umum untuk memulihkan kerugian negara akibat 

korupsi di Indonesia dalam UU No. 31 Tahun 1999, UU NO. 1 Tahun 2004, 

UU No. 16 Tahun 2004, dan tidak mengkajinya dalam kajian Islam. Sedangkan 

penelitian selanjutnya menelaah peringanan hukuman tindak pidana korupsi 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah 

dengan pendekatan sistem yang ditulis oleh Jasser Auda. 

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Harum Erlangga tentang 

“Kebijakan Pemerintahan Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana 

Kasus Korupsi”. Tulisan ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam 

memberikan remisi terhadap narapidana korupsi serta mengetahui tanggapan 

masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi 

terhadap narapidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan yuridis sosiologis untuk memperoleh pengetahuan hukum secara 

empiris dengan terjun langsung ke objeknya mengenai tanggapan masyarakat. 

Teknik analisa data yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pencabutan PP No. 99 Tahun 2012 oleh MA yang 

sebelumnya memperktat remisi bagi narapidana korupsi membuka peluang 
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bagi mereka untuk menerima remisi dengan syarat lebih ringat seperti 

narapidana lain. Keputusan ini menimbulkan kritik dari masyarakat, pakar 

hukum dan ICW yang menilai bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa 

yang merugikan negara dan masyarakat luas. Mereka berpendapat bahwa 

kebijakan ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 

sehingga perlu dievaluasi kembali. 9 

Persamaan yang diperoleh pada kedua penelitian ini adalah 

menganalisis peringanan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Perbedaan dapat ditemukan pada spesifikasi kajiannya, dimana penelitian 

sebelumnya mengarah pada kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi. 

Sedangkan penelitian selanjutnya pada peringanan hukuman dalam PERMA 

No. 1 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa peraturan tersebut 

mengandung kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya atau sebaliknya. 

Kesepuluh, artikel ini ditulis oleh Irfani dan Reza Noor Ihsan tentang 

“Application Of The Reasons For Elimination Of Criminals In Cases Of 

Corruption”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan alasan 

pemberantasan narapida korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis 

hakim dalam Putusan PN Marahaban Nomor 87/Pid.Sus/2010 Mrb, yang 

diperkuat oleh MA dalam Nomor 321 K/Pid.Sus/2011 tidak layak diterapkan 

 
9 Harum Erlangga, “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Kasus 

Korupsi,” MAGISTRA Law Review 2, no. 02 (1 Agustus 2021): 145, 

https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2820. 
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alasan pengampunan terhadap pertimbangan hukumnya, sebagaimana alasan 

pengampunan yang digunakan tidak memenuhi syarat hukum, khususnya 

dalam penerapan unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tidak ada bukti jelas tentang 

pihak yang diuntungkan dari tindakan tersebut, seharusnya terdakwa 

dibebaskan. Jenis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif 

yang mengkaji penerapan alasan-alasan penghapusan narapidana korupsi pada 

kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.Sus/2010/PN. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut yang diperkuat dengan dalam 

putusan kasasi MA No 87/Pid.Sus/2010 Mrb tidak seharusnya menerapkan 

alasan maaf untuk pengampunan karena unsur tersebut tidak terpenuhi. Unsur 

pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi 

tidak terbukti secara jelas dalam putusan tersebut. Oleh karena itu terdakwa 

seharusnya tidak dibebaskan. 10 

Persamaan yang diperoleh pada kedua penulisan ini adalah 

menganalisis hal-hal atas alasan yang dapat meringankan hukuman tindak 

pidana korupsi. Perbedaan dalam penelitian ini ditemukan dalam spesifikasi 

bahasan dimana penelitian sebelumnya mengkaji pengurangan hukuman pada 

 
10 Irfani dan Reza Noor Ihsan, “Application Of The Reasons For Elimination Of Criminals In 

Cases Of Corruption,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 23, no. 3 (2021), 

https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.23241. 
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putusan Pengadilan Negri Marabahan No. 7/Pid.Sus/2010/PN yang diperkuat 

dengan putusan MA No 321 K/Pid.Sus/2011 tidak layak untuk diterapkan, hal 

ini berbeda dengan penelitian selanjutnya yang menitik beratkan pada 

peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 

yang menggiring pada suatu analisa bahwa peraturan yang telah dijadikan 

rujukan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau tidak. 

Kesebelas, artikel ini ditulis oleh Ahmad Nur Kholis dan Rakhmat 

Bowo Suharto tentang “The Implementation Of Passive Removal Granting For 

Corruption Criminal Acts”. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan 

menganalisa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana 

korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, serta kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode penelitian deskriptif 

analitis, dan data diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan literatur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana 

korupsi di lembaga tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 Tahun 2012. Dalam praktiknya tidak semua narapidana korupsi 

dapat memperoleh pembebasan bersyarat apabila tidak memenuhi 

persyaratan.11 

 
11 Ahmad Nur Kholis dan Rakhmat Bowo Suharto, “The Implementation Of Passive Removal 

Granting For Corruption Criminal Acts,” Law Development Journal 3, no. 4 (2021). 
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Persamaan yang diperoleh penelitian ini dan penelitian selanjutnya 

adalah mengkaji kasus korupsi. Perbedaanya terletak pada ranah bahasan dalam 

kasus korupsi, yaitu penelitian pertama mengkaji kasus korupsi dengan studi 

lapangan yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan kelas I Semarang terkait 

pelaksanaan pemberian pembebasan. Sementara tesis ini mengkaji kasus 

korupsi dengan studi pustaka dengan fokus kajian peringanan hukuman dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2020. Selain itu perbedaan yang ditemukan pada metode 

analisis yang digunakan, penelitian sebelumnya tidak mengkaji pembahasan 

maqāṣid asy-syarī‘ah yang digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Kedua belas, artikel ini ditulis oleh Haryono dan Bambang Tri Bawono 

tentang “Relevance Of Legal Certainty In Criminal Of Sosent In The 

Eradication Of Corruption Law”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 

kontruksi konsesus jahat dalam korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan 

spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan metode pengumpulan data melalui 

studi lapangan serta studi literatur. Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

fakta pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara permufakatan yang 

berkaitan dengan korupsi saat ini belum berjalan secara adil, hal ini dilihat dari 

belum jelasnya unsur-unsur mekanisme pembuktian permufakatan jahat dalam 

pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2001. Dimana perlu ada pengaturan mengenai unsur dan pengertian 

persengkokolan khususnya dalam tindak pidana korupsi.12  

Persamaan yang diperoleh adalah keduanya mengkaji peraturan pidana 

korupsi yang dinilai memuat beberapa unsur yang menimbulkan keambiguan 

dalam penangananan kasus korupsi di Indonesia. Perbedaannya meliputi arah 

pembahasan, peraturan yang dikaji, dan analisa yang digunakan. Penelitian 

sebelumnya mengarah pada relevansi kepastian hukum dalam UU No. 1 Tahun 

1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan analisa hukum progresif. Sementara 

tesis ini membahas peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 

dengan analisa maqāṣid asy-syarī‘ah. 

Ketiga belas, Abdul Choir, Desi Mariayu Siregar, Herry Poerwanto, 

Natalia Rusli, Yuzon Sutrirubiyanto Nova tentang “Pengurangan Hukuman 

Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan 

Nomor 4263/PID.SUS/2019)”. Tulisan ini mengkaji Putusan MA No. 

4263/PID.SUS/2019 yang dalam putusannya MA mengurangi masa hukuman 

terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data 

melalui studi dokumen, buku, artikel, dan literatur lainnya yang kemudian di 

analisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasikan secara 

sistematik ciri atau karakter dan pesan yang terkandung dalam suatu tulisan atau 

 
12 Haryono dan Bambang Tri Bawomo, “Relevance Of Legal Certainty In Criminal In The 

Eradication Of Corruption Law,” Law Development Journal 3, no. 3 (2021). 
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suatu dokumen Hasil analisa tulisan ini bahwa putusan MA tersebut 

membatalkan putusan pengadilan tinggi Medan No. 3/Pid.Sus-TPS/2019/PT 

MDN yang sebelumnya telah membatalkan putusan pengadilan negri Medan 

No. 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN MDN didasarkan pada pertimbangan bahwa 

JPU tidak dapat membuktikan terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan 

yang dilakukan. Dan hakim berpendapat Judex Facti pengadilan tinggi yang 

kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa 

yaitu kedudukan dan peranan terdakwa adalah staff keunagan dan sebagai 

seorang wanita yang dipisah dari keluarganya. Hakim berpendapat pidana 

penjara yang dijalani haruslah diberikan keringanan. 13 

Persamaan yang diperoleh pada kedua penelitian ini adalah mengkaji 

tentang bentuk hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 

Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengarah pada 

pengurangan hukuman dalam Putusan MA yang membatalkan putusan PN 

Tinggi Medan. Sementara tesis ini membahas peringanan hukuman dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai rujukan hakim dalam 

memberikan peringanan hukuman bagi pelaku. 

Keempat belas, artikel yang ditulis oleh Sapto Handoyo Djarkasih, 

Asmak ul Hosnah, Lilik Prihatini, Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, 

 
13 Abdul Choir dkk., “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh 

Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263k/PID.SUS/2019),” Jurnal Surya Kencana Dua : 

Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (10 Juli 2021): 152, 

https://doi.org/10.32493/SKD.v8i1.y2021.11690. 
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dan Nadia Rastika Alam  tentang “Provision Of Remisson For Corruptors 

Related To The Government Commitment To Eradicate Corruption In 

Indonesia”. Tulisan ini dilakukan untuk mengetahui pemberian remisi bagi 

narapidana korupsi tanpa mendiskriminasi dengan narapidana lain yang dapat 

menimbulkan kejanggalan dan mencederai aturan pemerintah. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang 

dilakukan melalui kajian studi dokumen terhadap peraturan undang-undang 

yang relevan dan didukung dengan penelitian hukum empiris untuk 

memperoleh data primer, dan bahan data sekunder serta tersier diperoleh 

melalui perpustakaan online. Hasil analisa tulisan ini menunjukkan bahwa 

pemberian remisi bagi narapidana korupsi didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal mempertimbangkan indikator 

berperilaku baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan sebagaimana 

alasan yang tertuang dalam PERDA No. 2 Tahun 2006 tentang syarat dan tata 

cara pelaksanaan narapidana pada pasal 1, 2, dan 3. Namun dalam hal ini 

pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus lebih di perketat lagi dan bila 

perlu dihilangkan agar memberikan pembalasan bagi pelaku serta memberikan 

efek jera kepada masyarakat agar korupsi di negri dapat berkurang. 14  

 
14 Sapto Handoyo Djakarsih dkk., “Provision Of Remissions For Corruptors related To The 

Government’s Commitment To Eradicate Corruption In Indonesia,” International Journal of 

Multicultural and Multireligious Understanding 9, no. 12 (2022), 

http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4296. 
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Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian 

selanjutnya adalah membahas peringanan hukuman tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Perbedaan yang ditemukan yaitu dipenelitian sebelumnya  tidak 

mengkaji peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan rujukan hakim dalam memberikan 

putusan ringan bagi pelaku sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.  

Sedangkan dalam penelitian sebelumnya menelaah UU tindak pidana korupsi 

dan PERDA No. 2 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan 

narapidana pada pasal 1, 2, dan 3 yang dijadikan rujukan dalam memberikan 

peringanan hukuman bagi narapidana dalam kasus-kasus pada umumnya, yang 

tidak dibahas dalam tesis ini. 

Kelima belas, artikel yang ditulis oleh Mahdi Abdullah Syihab dan M. 

Hatta tentang “Punishment Weighting For Criminal Acts Of Corruption In 

Indonesia”. Tulisan ini bertujuan menelaah Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku guna menurunkan angka 

korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan normatif yang mengarah pada kajian perundang-undangan, sejarah, 

kasus, dan komparatif untuk menemukan, menjelaskan, mempelajari, 

menganalisis, dan menyajikan secara sistematis fakta, prinsip, konsep, teori, 

dan hukum tertentu guna menemukan pengetahuan dan gagasan baru untuk 

disarankan dalam suatu perubahan atau pembaharuan. Penelitian ini mengkaji 

seluruh dokumen berupa perundang-undangan, dokumen, dan literatur lainnya 
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yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil analisis yang diperoleh 

dalam artikel ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan 

yang luar bisa yang dapat merugikan kehidupan bangsa, oleh karena itu untuk 

mengatasi korupsi di Indonesia diperlukan hukuman kuantitatif yang berat 

dengan hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, penjara seumur hidup, 

dan pidana mati. Sedangkan pemidanaan kualitatif lebih fokus pada 

pembatasan ruang gerak, perampasan aset, dan pencabutan hak politik guna 

mengurangi kasus korupsi di Indonesia.15 

Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengkaji peraturan tindak pidana 

korupsi di Indonesia. Perbedaan penelitian ditemukan pada fokus kajian, 

penelitian sebelumnya menelaah UU tindak pidana korupsi yang seharusnya 

menekankan pada hukuman kuantitatif dan kualitatif sebagaimana yang telah 

dijelaskan, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan tesis ini 

berupaya menjelaskan bahwa peringanan hukuman yang diberikan bagi pelaku 

tindak pidana korupsi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dapat 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau hanya pada kelompok-

kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Selain itu, perbedaan yang 

diperoleh pada analisis yang digunakan, tesis ini menggunakan maqāṣid asy-

syarī‘ah dan penelitian sebelumnya menggunakan analisa hukum pidana di 

Indonesia. 

 
15 Mahdi Abdullah Syihab dan Muhammad Hatta, “Punishment Weighting for Criminal Acts 

of Corruption in Indonesia,” Journal SASI 28, no. 2 (2022), https://doi.org/10.4726/sasi.v.28i2.955. 
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Keenam belas, artikel yang ditulis oleh Sidik Sunaryo, Sholahuddin Al 

Fatih tentang “How Corruptors Should Be Punished? A Comparative Study 

Betweeen Criminal Law, Islamic Law, and Customary Law”. Tulisan ini 

mengkaji hukuman yang sesuai bagi koruptor di Indonesia berdasarkan tiga 

perspektif (hukum pidana, hukum Islam, dan hukum adat). Jenis penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, 

menekankan pada kajian komparatif untuk membandingkan peraturan dalam 

norma hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat dalam menjerat pelaku. 

Analisis data dilakukan dengan metode analisis perspektif untuk menemukan 

teori atau konsep baru khususnya mengenai hukuman yang paling tepat untuk 

pelaku. Dan menghasilkan sebuah analisis bahwa dalam konteks pemidanaan 

bagi pelaku mempunyai kesamaan dan garis tengah yang sama bahwa koruptor 

harus dihukum. Sedangkan dalam spesifikasi bahasan dalam hukum pidana 

terdapat perbedaan hukuman akibat dari pengertian yang berbeda di tiap 

masanya, dan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan hukum 

adat harus di definisikan ulang dan perlu diperluas pemaknaanya agar tidak 

tumbuh di masyarakat. Selain itu pemidaan terhadap korupsi harus dipertegas 

dengan memasukkan hukuman mati sebagaimana yang tertuang dalam hukum 

Islam.16 

 
16 Sidik Sunaryo dan Sholahuddin Al Fatih, “How Corruptors Should Be Punished? A 

Comparative Study Between Criminal Law, Islamic Law, and Customary Law,” International Journal 

of Criminal Justice Science 17, no. 2 (2022), https://doi.org/10.5281/zenodo.47 56112. 
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Persamaan yang diperoleh yaitu keduanya mengkaji hukuman yang 

sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan penelitian 

ditemukan pada analisa dan fokus pembahasan yang dipilih, penelitian 

sebelumnya menggunakan studi komparatif antara hukum positif, hukum 

Islam, dan hukum adat untuk menguraikan hukuman yang sesuai bagi pelaku 

tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan tesis ini menggunakan analisa 

maqāṣid asy-syarī‘ah dalam pembahasan peringanan hukuman tindak pidana 

korupsi yang merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2020 untuk menganalisis 

peringanan hukuman yang ada pada aturan tersebut mengandung kemaslahatan 

atau tidak. 

Ketujuh belas, artikel yang ditulis oleh Warih Anjari tentang 

“Penerapan pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian 

Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI”. Tulisan ini mencoba untuk 

menganalisis bagaimana jika pemberatan pidana diterapkan dalam Putusan 

Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan kajian 

perundang-undangan dan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal 

dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena yang menjadi objek 

penelitian melalui sekunder, kemudian penyajiannya menggunakan kata atau 

kalimat tanpa menggunakan rumus statistik. Hasil analisa yang diperoleh 

bahwa  hukuman terdakwa dapat diperberat berdasarkan dan 65 KHUP. 
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Penuntut umum seharusnya menerapkan pemberatan pidana ini, yang 

memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun atau 

seumur hidup. Oleh karena itu hakim dapat dapat menjatuhkan pidana hingga 

batas maksimum tersebut. 17 

Persamaan yang ditemukan adalah keduanya mengkaji tentang 

hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaannya termuat dalam 

spesifikasi pembahasan, pendekatan, dan analisa yang digunakan. Penelitian 

sebelumnya mengarah pemberatan pidana korupsi pada putusan hakim dengan 

pendekatan normatif yang menekankan analisa perundang-undangan dan kasus. 

Sementara tesis ini membahas tentang peringanan hukuman dalam PERMA 

No. 1 Tahun 2020, dengan pendekatan yuridis normatif yang dianalisa 

menggunakan kajian maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda. 

Kedelapan belas, artikel yang ditulis oleh Tri Novita Sari Manihuruk, 

Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar tentang “Penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan pasal 

2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di 

Pengadilan Negeri Pekanbaru”. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis 

pedoman yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam menangani tindak 

pidana korupsi, terutama terkait perbuatan yang diancam pasal 2 dan pasal 3 

 
17 Warih Anjari, “Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan 

Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI,” Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022), 

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283. 
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pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 

2020. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan normatif 

yang bersifat deskriptif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

kemudian dianalisis menggunakan logika berfikir secara deduktif untuk 

menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diterapkan dengan baik. Artinya, 

dalam menentukan berat ringannya pidana hakim Pengadilan negeri Pekanbaru 

mempertimbangkan beberapa tahapan antara lain: kategori kerugian keuangan 

negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan 

rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta 

ketentuan lain yang relevan dengan penjatuhan pidana.18 

Persamaan yang ditemukan dalam kedua penelitian ini adalah 

menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2020. Perbedaan yang dikemukakan yaitu, 

penelitian sebelumnya menelaah tentang impelementasi PERMA No. 1 Tahun 

2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menghasilkan sebuah analisa 

bahwa majelis hakim disana dinilai telah memberikan putusan yang sesuai 

dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Berbeda halnya dengan tesis 

 
18 Tri Novita Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, “Penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” Jurnal Ilmiah Penegakan 

Hukum 9, no. 2 (2022). 
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ini, yang menelaah peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA 

No. 1 Tahun 2020 yang dinilai adanya kontroversial dalam penerapannya, 

sebab lebih menguntungkan pelaku daripada mengedepankan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kesembilan belas, artikel yang ditulis oleh Herli Anatomi, Rama Putra 

Mulyana, dan Imanuelita H.J Warouw tentang “Fenomena Yuridis 

Pengurangan Vonis Hukuman Ringan Terhadap Terpidana Korupsi 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Analisis Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI)”. Tulisan ini 

menelaah tentang relevansi Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI terkat 

pengurangan vonis hukuman pelaku tindak pidana korupsi dengan Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang 

memfokuskan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang 

luar biasa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan 

upaya serius dari negara melalui aparat penegak hukum. Salah satu kasus 

korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan terdakwa 

Joko Soegiarto Tjandra yang melibatkan banyak pihak termasuk para oknum 

hukum. Dalam putusan banding tersebut vonis yang dijatuhkan pada tingkat 

pertama dikurangi. Salah satu pertimbangan hakim yang meringankan adalah 
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karena terdakwa telah menjalani pidana berbdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung pada 20 Februari 2012 dan telah mengembalikan uang hasil tindak 

pidana korupsi tersebut. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999, pengembalian kerugian negara tidak menghapus hukuman pidana, tetapi 

dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, 

majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus mempertimbangkan bukan 

hanya dari faktor yuridis, tetapi juga sosiologis dan filosofis agar tercapai 

keadilan dan manfaat dari keputusan yang diberikan. Salah satu kendala utama 

dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi adalah adanya campur tangan 

unsur politis. Hal ini sangat relevan dalam kasus Joko Tjandra, dimana 

terdakwa memiliki status tinggi dalam bidang sosial dan ekonomi yang 

menyulitkan penegak hukum dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi.19 

Persamaan yang ditemukan yaitu keduanya menelaah tentang vonis 

ringan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaanya yaitu, 

penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada studi putusan bagi pelaku 

tindak pidana korupsi di DKI Jakarta dengan merelevansikan terhadap Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku, sementara tesis ini menelaah 

tentang vonis ringan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dinilai terdapat 

 
19 Herli Antoni, Rama Putra Mulyana, dan Imanuelita H J Warouw, “Fenomena Yuridis 

Pengurangan Vonis Hukuman Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Tpk/2021/Pt Dki)” 6, no. 1 (2022). 
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ketimpang tindihan dalam pengaplikasiannya dan mengkajinya menurut 

keadilan yang ada dalam kajian hukum Islam. 

Kedua puluh, artikel yang ditulis oleh Achmad Taufan Soedirjo, Faisal 

Santiago, dan Surya Jaya tentang “Reform Of Corruption Criminal Law: A 

Study Of Corruptor Asset Aplication Law In Indonesia”. Tulisan ini mengkaji 

penerapan hukum aset korupsi di Indonesia yang bertujuan mengetahui sejauh 

mana reformasi hukum pidana korupsi yang dapat dilakukan khususnya dalam 

perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif 

dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, yang bertujuan untuk 

memahami kerangka hukum guna mengatur permasalahan yang sedang 

dipertimbangkan dan menilai bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada 

konteks tertentu. Analisa dari pembahasan ini menunjukkan bahwa reformasi 

hukum pidana korupsi mengenai perampasan aset narapidana korupsi dapat 

memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memperbaiki mekanisme yang 

ada, namun dalam pelaksanaanya diperlukan mekanisme yang baik dan 

terstuktur guna kelancaran sistem yang diterapkan. 20  

Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengkaji hukuman bagi tindak 

pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian 

 
20 Achmad Taufan Soedirjo, Faisal Santiago, dan Surya Jaya, “Reform Corruption Criminal 

Law: A Study Of Corruptor Asset Application Law In Indonesia,” Journal of Social Reseacrh 2, no. 9 

(2023), https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/1346. 
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sebelumnya mengarah pada hukum perampasan aset yang seyogianya pantas 

untuk diterapkan untuk pelaku korupsi, berbeda dengan arah pembahasan tesis 

ini yang menganalisa peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 untuk menganalisis apakah peringanan 

hukuman dengan merujuk pada PERMA ini mengandung nilai-nilai keadilan 

dan kemaslahatan dalam maqāṣid asy-syarī‘ah atau tidak. 

Kedua puluh satu, artikel yang ditulis oleh Dwinan Elfika Putri, 

Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi dan M. Ekaputra tentang “Pengurangan 

Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh MA Dalam Putusan Nomor 

3681 K/Pid.Sus/2019”. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis tentang dasar 

penjatuhan putusan pengurangan hukuam terdakwa tindak pidana korupsi oleh 

hakim dalam perspektif falsafah pemidanaan, pertimbangan hakim dalam 

mengurangi hukuman terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan MA No. 

361 K/Pid.Sus/2019, dan konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman 

terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan hukum normatif dengan menekankan pada studi kasus. Hasil 

analisa yang diperoleh bahwa dasar pengurangan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana korupsi oleh hakim, berdasarkan perspektif filsafat pemidanaan merujuk 

pada pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001, yang hanya berlaku bagi penyelanggara 

negara sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman bagi pelaku tindak pidana 

korupsi sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum dan mengikuti aturan 
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hukum yang ada. Namun pengurangan hukuman dalam putusan MA tersebut 

menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana. 21 

Persamaan kedua penelitian ini mengkaji tentang hukuman tindak 

pidana korupsi yang meringankan. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian 

sebelumnya mengkaji peringanan hukuman dalam Putusan MA perspektif 

falsafah pemidanaan, sementara tesis ini mengkaji peringanan hukuman dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2020 perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah.  

Kedua puluh dua, artikel yang ditulis oleh Doni Cakra Gumilar, Sri 

Endah Wahyuningsih, dan Jawade Hafidz tentang “The Formulation Of A 

Special Minimum Criminal Threat System Formulation”. Tulisan ini 

menganalisa pada rumusan UU tindak pidana korupsi tentang sistem ancaman 

pidana minimum khusus saat ini yang datang serta kelemahan kebijakan yang 

diberikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi 

penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan objek yang 

ada permasalahan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dari hasil 

penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan rumusan sistem 

hukuman minimum khusus dalam UU tindak pidana korupsi saat ini dinilai 

memiliki kelemahan, antara lain  rumusan sistem hukuman penjara yang terlalu 

ringan dinilai telah mencederai keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan 

pembentuk undang-undang tidak konsisten dalam merumuskan ancaman 

 
21 Dwina Elfika Putri dkk., “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh 

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019,” t.t. 
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pidana minimum tertentu antara pasal satu dengan pasal lainnya serta tidak ada 

pedoman pidana dalam UU tipikor terkait ini. untuk mengatasi kelemahan 

rumusan kebijakan sistem ancaman pidana minimum khusus dalam UU tipikor 

saat ini, maka dapat diatasi dengan emrevisi rumusan kebijakan sistem ancaman 

pidana minimum khusus dengan meningkatkan pidana minimal serta 

memasukkan pidana minimal tertentu.22  

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian 

selanjutnya adalah sama-sama menganalisis pidana ringan kasus korupsi di 

Indonesia. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengkaji 

perumusan UU tindak pidana korupsi tentang pidana minimum khusus yang 

dinilai mencederai keadilan bagi masyarakat karena adanya pemberian 

hukuman ringan. Sementara pembahasan dalam tesis ini adalah menganalisis 

tentang peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 

Tahun 2020 yang dinilai tidak mengandung unsur keadilan. Oleh karena itu, 

penulis berupaya menelaah hal ini apakah sesuai dengan keadilan dalam 

prinsip-prinsip Islam yang membawa kemaslahatan dalam maqāṣid asy-

syarī‘ah. Penulis memilih maqāṣid asy-syarī‘ah yang dikembangkan oleh 

Jasser Auda, karena menurut penulis pendekatan yang dikembangkan olehnya 

memiliki relevansi yang sesuai dengan kegelisahan di masyarakat.   

 
22 Doni Cakra Gumilar, Sri Endah Wahyuningsih, dan Jawade Hafidz, “The Formulation Of A 

Special Minimum Criminal Threat System Formulation In The Corruption Law,” Law Development 

Journal 5, no. 1 (2023). 
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Kedua puluh tiga, artikel yang ditulis oleh Hamdan Nurrohmi tentang 

“The Lenient Sentemcing Of Corruptors From The Perspective Of The Judicial 

Power”. Tulisan ini mengupas metode kekuasaan kehakiman dalam 

memberikan keringanan hukuman bagi narapidana korupsi dengan penggunaan 

sanksi pidana alternatif yang menerapkan pidana minimum, maksimum umum, 

dan maksimum khusus. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum pidana 

yang ada dalam peraturan pidana Indonesia. Metode analisis yang digunakan 

adalah deskriptif dan mengandalkan data primer Putusan Nomor 

675K/Pid.Sus/2010, serta sumber data sekunder seperti publikasi hukum, karya 

akademisi, artikel, dan internet.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Lahat melakukan kesalahan dalam menjatuhkan 

hukuman percobaan dalam kasus korupsi Cik Umar Agus, yang melanggar 

pasal 11 UU No. 1 Tahun 1999 sebagaimana hukuman yang diberikan tidak 

sesuai dengan ketentuan minimal dan tidak adil.23 

Persamaan yang diperoleh yaitu keduanya menelaah tentang hukuman 

ringan pidana korupsi di Indonesia. Sementara perbedaanya terdapat pada 

kajian pembahasan, data primer, dan analisa yang digunakan. Penelitian 

sebelumnya membahas kekuasaan kehakiman yang dapat memberikan 

 
23 Hamdan Nurrohim, “The Lenient Sentencing of Corruptors From The Perspective Of The 

Judicial Power,” Sinergi International Journal of Law 1, no. 2 (2023), 

https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/74. 
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peringanan hukuman bagi pidana korupsi dengan menelaah pada Putusan 

Hakim No. 675K/Pid.Sus/2010 dengan analisa perundang-undangan. Dan tesis 

ini menganalisis peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 (yang 

dijadikan sebagai salah satu data primer) dengan analisa maqāṣid asy-syarī‘ah 

yang dikembangkan oleh Jasser Auda. 

Kedua puluh empat, artikel ini ditulis oleh Ratna Dewi dan Hudi Yusuf 

tentang “Analysis Juridical Restoration Of Justice Againts Perpetrator Follow 

Criminal Corruption”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rekontruksi 

keadilan bagi narapidana korupsi dalam tinjauan yuridis. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang objek kajiannya 

mengarah pada perspektif norma internal hukum melalui pendekatan undang-

undang. Hasil penelitian mengungkapkan meskipun keadilan retoratif ideal, 

namun dalam penerapannya di Indonesia perlu ditinjau ulang. Kesiapan instansi 

dan perubahan cara pandang sangat penting untuk mendukung proses 

perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak cocok untuk semua 

kasus dan harus mempertimbangkan keunikan masing-masing. Dalam hal ini 

penegak hukum dapat memfasilitasi pertemuan untuk fokus pada pemulihan 

korban dan pelaku.24 

Persamaan yang diperoleh pada kedua penelitian ini adalah sama-sama 

mencari nilai keadilan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi. Perbedaan 

 
24 Ratna Dewi dan Hadi Yusuf, “Analysis Juridical Restoration Of Justice Againts Perpetrator 

Follow Criminal Corruption,” Journal of Social Reseacrh 2, no. 8 (2023). 
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yang ditemukan, penelitian sebelumnya mencari keadilan dalam hukum positif 

untuk pidana korupsi. Sedangkan tesis ini menelaah peringanan hukuman 

dalam PERMA No.1 Tahun 2020 apakah mengandung nilai-nilai keadilan dan 

kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Islam dalam prinsip-prinsip maqāṣid 

asy-syarī‘ah atau tidak.  

Kedua puluh lima, atikel ini ditulis oleh Supiyan, Bernat Panjaitan, 

Nimrot Sianhan tentang “Implementation Of Law Of The Reublic Of Indonesia 

Number 20 Of 2001 Concerning Amandements To Law Number 21 Of 1999 

Concerning The Eradication Of Corruption Crimes Againts Selection Bribery 

Cases Independent Pathway Students”. Tulisan ini bertujuan untuk 

menganalisis fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri serta 

mengetahui faktor penyebab dan dampak korupsi dalam kajian UU Tindak 

Pidana Korupsi. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif 

dengan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data 

sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini mempunyai dampak 

buruk yang sama buruknya dengan pidana suap di ranah publik, sehingga perlu 

dilakukan langkah konkrit untuk mengkriminalisasi tindakan suap. Suap yang 

diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi serta ancaman hukuman dan denda 

yang diatur sangat beragam. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan asas legalitas.25  

 
25 Supiyan, Bernat Panjait, dan Nimrot Siahan, “Implementation Of Law Of The Republic Of 

Indonesia Number 20 Of 2001 Concerning Amendments To Law Number Of 1999 Concerning The 
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Persamaan yang diperoleh pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya 

adalah sama-sama membahas terkait pidana korupsi meskipun dalam bentuk 

lain. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengkaji terkait 

implementasi UU No. 1 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkait kasus 

suap, dampak serta faktonya dalam seleksi UUTPK, sedangkan tesis ini 

menganalisis peringanan hukuman pidana korupsi keuangan negara dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2020.  

Kedua puluh enam, artikel ini ditulis oleh Hanuring Ayu, Itok Dwi, dan 

Harjono tentang “The Quo Vadis Weaknesses In The Corruption Law 

Enforcement”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan 

hukum tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia dan menganlisa 

kelemahan penegakan hukum yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah hukum normatif dari hukum positif  yang meliputi peraturan dan norma 

hukum yang ditetapkan negara. Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

kelemahan penegakan hukum di Indonesia akibat adanya asas diferensiasi 

dalam KUHAP, banyak pasal yang multitafsir sehingga tidak terjaminnya 

hukum. Kelemahan struktur hukum adalah adanya tumpang tindih kewenangan 

antar lembaga penegak hukum dalam mengusut korupsi. Sedangkan kelemahan 

budaya hukum adalah adanya budaya hukum kompromi, perdamaian, nilai-

 
Eradication Of Corruption The Eradication Of Corruption Crimes Againts Selention Bribery Cases 

Independent Pathway Students,” Journal of Social Reseacrh 2, no. 2 (2023). 
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nilai patrimonial serta sikap masyarakat yang menganggap perkara korupsi 

sebagai angin lalu dan ketidakpedulian terhadap proses hukum.26 

Persamaan yang diperoleh adalah sama-sama menganalisa kelemahan 

pemidanaan korupsi. Perbedaan yang ditemukan yaitu pada penelitian 

sebelumnya mengkaji dalam hukum positif terkait penegakan hukuman korupsi 

pada KUHAP. Sementara tesis ini menganalisis peringanan hukuman dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah.   

Kedua puluh tujuh, artikel ini ditulis oleh Sri Depranoto dan Ibrahim 

Fikma Edrisy tentang “The Urgency Of Criminal Law Reform In Indonesia In 

Law Enforcement Of Corruption”. Tulisan ini mengupas urgensi reformasi 

hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif 

yang menekankan pada kajian undang-undang dan menggunakan analisa isi 

sebagai teknik analisanya. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukuman 

narapidana harus disertai dengan reformasi hukum, sebab korupsi lebih 

ditekankan pada upaya penindakan dengan biaya mencapai 400 juta sedangkan 

banyak kasus korupsi yang merugikan negara dengan tidak mencapai besaran 

biaya penanganan perkara.27 

 
26 Hanuring Ayu, Itok Dwi, dan Harjono, “The Quo Vadis Weaknesses In The Corruption Law 

Enforcement,” Law Development Journal 5, no. 4 (2023). 
27 Sri Depranoto dan Ibrahim Fikma Edrisy, “The Urgency Of Criminal Law Reform In 

Indonesia In Law Enforcement Of Corruption,” International Journal of Multicultural and 

Multireligious Understanding 10, no. 7 (2023), http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i7.4779. 
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Persamaan yang diperoleh dari kedua penelitian ini adalah menelaah 

penegakan hukum yang lebih baik untuk pidana korupsi di Indonesia. 

Perbedaan yang ditemukan dimana penelitian sebelumnya meneliti UU tindak 

pidana korupsi yang dinilai memerlukan reformasi hukum, salah satu sebabnya 

banyak kasus korupsi yang merugikan negara namun tidak mencapai biaya 

penanganan perkara. Sementara tesis ini berupaya menelaah sisi kemaslahatan 

atau kemudhorotan yang dapat diperoleh masyarakat dari bentuk pemberian 

peringanan hukuman pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020  

Kedua puluh delapan, artikel ini ditulis oleh Athika Salsabilla Harahap 

dan Febby Mutiara Nelson tentang “Development Of Criminal Concept And 

Criminal In Corruption Criminal Cases In Indonesia”. Tulisan ini bertujuan 

untuk mengetahui konsep-konsep pidana dan pemidanaan dalam perkara 

korupsi di Indonesia saat ini beserta permasalahannya dan memberikan saran 

konsep pidana dan pemidanaan baru di Indonesia yang dilihat dari 

perkembangan teori pidana dan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-yuridis yang menekankan 

pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh 

bahwa tindak podana korupsi saat ini belum efektif dalam mencapai tujuan 

pemidanaan yang diinginkan, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan 
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melihat perkembangan konsep pidana dan pemidanaan yag berkembang saat 

ini. Hal ini penting agar tujuan pemidanaan yang dicita-citakan dapat tercapai.28 

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini dan penelitian 

selanjutnya adalah menganalisis konsep pemidaan untuk penangananan kasus 

tindak pidana korupsi di Indonesia yang makin meluap. Perbedaan yang 

dijumpai pada penelitian ini adalah dari kajian secara mendalam dimana 

penelitian sebelumnya mengarah pada pemidanaan korupsi di Indonesia pada 

umumnya yang dinilai belum efektif, sedangkan penelitian selanjutnya 

menelaah dari segi peringanan hukuman yang diberikan oleh pelaku tindak 

pidana korupsi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan 

masyarakat. 

Kedua puluh sembilan, artikel ini ditulis oleh Boy Santoso tentang 

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman 

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Tulisan ini bertujuan untuk 

melihat kualitas PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan hakim dalam 

meringankan perkara kasus korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan pada kajian 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang memiliki kekuatan hukum 

atau putusan berorientasi pada hukum positif dalam bentuk perundang-

 
28 Athika Salsabilla Harahap dan Febby Mutiara Nelson, “Development of Criminal Concepts 

and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia,” Journal of World Science 2, no. 7 (29 Juli 

2023): 998–1006 
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undangan yang berlaku dan topik yang dibahas. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa PERMA No. 1 Tahun 2020 tidak memiliki nilai keadilan dalam 

perspektif masyarakat dan setelah peraturan MA ini diundangkan lebih dari stau 

tahun diketahui bahwa regulasi ini fakultatif dan tidak mengikat hakim untuk 

berpedoman pada PERMA ini. Oleh karena itu PERMA No. 1 Tahun 2020 

harus dirubah rumusan normanya lebih proposional, berkualitas dan 

menghasilkan putusan tanpa adanya disparitas pada kasus korupsi dengan 

karakteristik yang sama untuk mewujudkan supremasi hukum dimasa 

mendatang.29 

Persamaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya 

adalah keduanya mengkaji PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan hakim 

dalam memberikan peringanan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya mengkaji melalui 

pendekatan normatif yang menekankan pada kajian perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus, tanpa menelaahnya dalam tinjauan Islam yaitu  maqāṣid 

asy-syarī‘ah sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian tesis ini. 

Ketiga puluh, artikel ini ditulis oleh Nani Widya Sari tentang “Legal 

Certainty Of Criminal Responsibility For Corruption Crimes To Its 

Perpetrators With The Stictest Impossions Of Sentences”. Tulisan ini bertujuan 

 
29 Boy Santoso, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman 

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” DIH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023), 

https://doi.prg/10.309996/dih.v19i1.7602. 
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untuk mengetahui kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi guna 

mengatasi, mencegah, dan memberantas korupsi yang terjadi selama ini. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengumpulkan 

data sekunder melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur untuk 

menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepastian hukum pidana bagi narapidana korupsi harus dijatuhi hukuman yang 

berat sebagaimana termaktub dalam perundang-undangan guna menanggulangi 

tindak pidana korupsi di Indonesia.30 

Persamaan yang diperoleh dari kedua penelitian ini adalah sama-sama 

menelaah tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diyakini tidak 

memberikan efek jera bagi pelaku. Perbedaan penelitian adalah penelitian 

sebelumnya mengkaji penegakan hukuman pidana korupsi secara umum 

dengan penjatuhan seberat-beratnya dan tidak dispesifikasikan dalam satu 

kajian saja, berbeda halnya dengan tesis ini yang memfokuskannya pada 

peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. 

Ketiga puluh satu, artikel ini ditulis oleh Derry Angling Kesuma, dan 

Muhammad Nasir Uddin tentang “The Enforceability And Efectiveness Of Anti-

Corruption Laws In Reducing Corruption Laws In Reducing Corruption Casess 

 
30 Nani Widya Sari, Nandang Sambas, dan Yoyon M Darusman, “Legal Certainty Of Criminal 

Resposibility For Corruption Crime To Its Perpetrators The Strictest Inpossions Of Sentences,” Sinergi 

International Journal of Law 2, no. 2 (2024), 

https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/144. 



 

50  

In Indonesia”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem hukum dan 

fungsi undang-undang anti korupsi dalam mengurangi kasus korupsi di 

Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

hukum normatif yang menekankan pada kajian perundang-undangan dan 

konseptual. Pengumpulan data melalui analisis literatur untuk mengeksplorasi 

peran sistem hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks 

efektivitas undang-undang anti korupsi di Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kolaborasi antara sistem hukum dan masyarakat sipil 

sebagai kekuatasn sinergis untuk menciptakan ekosistem anti korupsi yang 

tangguh. Penekanan pada langkah-langkah pencegahan seperti deklarasi aset 

dan peraturan konflik kepentingan menunjukkan peran aktif sistem hukum 

dalam mencegah korupsi sebelum masalah tersebut terus berkembang.31 

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan selanjutnya adalah 

kedunya mengkaji terkait aturan yang mengatur tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Perbedaan yang diperoleh yaitu dari segi aturan yang dikaji dimana 

penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada fungsi undang-undang tindak 

pidana korupsi, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji peringanan 

hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 perspektif maqāṣhid asy-syarī‘ah.  

 
31 Derry Angling Kesuma dan Mohammed Nasir Uddin, “The Enforceability And Efectiveness 

Of Anti-Corruption Laws In Reducing Corruption Cases In Indonesia,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 26, 

no. 1 (2024).  
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Ketiga puluh dua, artikel yang ditulis oleh Agustiar Hariri Lubis dan 

Febby Mutiara Nelson tentang “Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam 

Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. Tulisan ini 

membahas penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang 

mengkaji PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 

pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana 

korupsi melalui PERMA pedoman pemidanaan bertujuan untuk memperjelas 

hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku, sehingga pertimbangan hakim 

menjadi terarah. Meskipun demikian, PERMA pedoman pemidanaan tersebut 

dinilai masih kurang memadai, karena Mahkamah Agung hanya memiliki 

kewenangan untuk mengatur hukuman pidana penjara dan denda. Selain itu, 

PERMA ini hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar 

ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.32 

Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya menelaah PERMA No. 

1 Tahun 2020 yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman pemidanaan. 

Perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya mengkaji PERMA 

No. 1 Tahun 2020 dalam kajian hukum positif, berbeda yang dilakukan dengan 

 
32 Agustiar Hariri Lubis dan Febby Mutiara Nelson, “Analisis Perma No. 1 Tahun 2020 Dalam 

Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Dinasti Review 4, no. 5 (2024). 
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tesis ini yang menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2020 dari kajian hukum Islam 

yang berfokus pada pendekatan maqāṣhid asy-syarī‘ah yang dilakukan dengan 

cara mengqiyaskan terkait bagaimana implementasi PERMA dengan keadilan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Kajian penelitian terdahulu yang telah disebutkan menunjukkan bahwa 

sebagian besar pembahasan terkait pemidanaan tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang mengarah pada berbagai kajian seperti pemberian remisi bagi 

pelaku, fungsionalisasi aturan tindak pidana, peringanan hukuman, dan P itu 

sendiri. Namun sejauh ini penulis tidak menemukan letak kesamaan pada 

pembahasan sebelumnya yang benar-benar sama yang secara jelasnya 

diuraikan ke dalam empat aspek mendasar sebagai berikut: 

1. Problem Akademik 

Terdapat berbagai macam problem akademik tentang tindak 

pidana korupsi pada literatur review di atas, salah satunya adalah yang 

berfokus pada peringanan hukuman pasca putusan dan hanya beberapa 

yang mengkaji terkait putusan serta menelaahnya dalam kajian hukum 

positif. Terdapat juga penelitian yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis yang mengkaji tentang peringanan hukuman tindak 

pidana korupsi dan menghasilkan sebuah analisa bahwa peringanan 

yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat 

walaupun pada dasarnya peringanan merupakan hak asasi manusia, 

namun dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat pada umumnya.  
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2. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kerangka teori 

yang diharapkan dapat dikombinasikan dalam menjawab permasalahan 

yang terdapat pada problem akademik. Adapun tiga kerangka teori yang 

digunakan diantaranya: Pertama tindak pidana korupsi yang meliputi 

pengertian, identifikasi bentuknya, dan faktor-faktornya dengan model 

pembahasan dalam kajian hukum positif dan hukum Islam dalam kajian 

fiqh klasik maupun kontemporer. Kedua, peringanan hukuman yang 

meliputi pengertian, bentuk-bentuk peringanan yang ditelaah dalam 

hukum positif dan hukum Islam, serta hal-hal yang dapat meringankan 

hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Ketiga, maqāṣid asy-

syarī‘ah di dalamnya menjelaskan tentang pengetian biografi Jasser 

Auda dan konsep maqāṣid asy-syarī‘ah yang gunakan olehnya. 

Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya mengkajinya pada 

hukum positif saja, walaupun terdapat beberapa penelitian yang 

mengkaji dalam hukum Islam tetapi arah bahasan berbeda dimana 

penelitian sebelumnya mengkaji terkait remisi yang diberikan, bukan 

pada peringanan hukum (putusan ringan). 

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan jenis kualitatif. Tetapi 

pendekatan yang digunakan berbagai macam dan yang paling banyak 
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digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah hukum normatif, yang 

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Dalam tesis ini 

menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis normatif yang juga 

digunakan dalam penelitian sebelumnya, tetapi pendekatan yuridis yang 

digunakan tidak dalam kajian Islam. Namun terdapat satu pembahasan 

yang mengkaji dalam hukum Islam tentang Remisi Koruptor Perspektif 

Syariat Islam yang ditulis oleh M. Tamliqon dan Hifdhotul 

Munawwarah, meskipun begitu tetap berbeda dengan tesis ini karena 

menganalisis pembahasan dalam maqāṣid asy-syarī‘ah yang 

dikembangkan oleh Jasser Auda (ulama kontemporer), dan belum 

ditemukan penelitian dengan pembahasan dan analisis yang serupa 

dengan tesis ini. 

4. Hasil Penelitian 

Hasil analisis terdahulu memiliki kesamaan dengan bentuk 

penelitian penulis adalah menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2020 

sebagai data primer yang menganalisa peringanan hukuman tindak 

pidana korupsi, namun telaah yang dilakukan berbeda dimana penulis 

tesis ini mengkajinya dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda.  

B. Kerangka Teori 

Kerangka teori berperan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian, 

sehingga disini penulis menjelaskan berbagai teori yang digunakan untuk 
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menelusuri dan mengaalisis topik penelitian. Dengan demikian, penelitian 

dapat disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan data yang valid. 

Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 

1. Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah 

Strafbaarfeit atau sering disebut sebagai delik.33 Dalam literatur Islam, 

tindak pidana sepadan dengan istilah al-jināyah, al-mukhālafah atau al-

jarīmah yang dimaknai sebagai tindakan melawan hukum. Penggunaan 

ketiga istilah tersebut berbeda, dimana kajian al-jināyah lebih sempit yang 

mengarah pada tindak pidana pelanggaran terhadap jiwa (nyawa) atau 

anggota tubuh dan hukuman yang dibebankan setimpal atas perbuatan yang 

telah dilakukan (qiṣāṣ). Sementara mukhālafah berasal kata khālafa yang 

berarti pelanggaran,34 dan dalam penggunaanya istilah ini jarang digunakan 

dalam kajian tindak pidana Islam. 

Terkait istilah al-jarīmah sendiri dengan merujuk pendapat Abdul 

Qadir ‘Audah adalah semua bentuk tindak pidana yang melanggar syariat 

Islam dan memiliki hubungan dengan Allah maupun manusia yang 

meliputi:35  

 
33 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara 

Persada Utama, 2017), 35. 
34 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia) (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 25. 
35 Abdul Qadir ’Audah, at Tasyri’ al Jinā’i al-Islāmi Muqāranan bi al Qānūn al Waḍ'ī (Beirut: 

Dār al Kutūb al Azli, 2008), 78–80. 
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a. Ḥuddud yang berasal dari kata ḥaddun, yaitu bentuk jarīmah yang 

hukumannya telah ditetapkan oleh Allah. Artinya, hukuman yang 

dibebankan telah dibatasi dengan batasan tertentu dan tidak ada yang 

berhak mengubahnya baik secara pribadi maupun bersama-sama. 

b. Qiṣāṣ berasal dari kata qaṣṣa-yaquṣṣu-qaṣaṣan berarti mengikuti, 

menelusuri jejak dan langkah. Secara terminologi yaitu tindak pidana 

dengan hukuman tertentu yang menjadi hak pibadi dan tidak memiliki 

batas yang tetap. Artinya, hukuman yang dibebankan mempunyai 

tingkatan terendah hingga tertinggi dan hak pribadi bagi korban untuk 

menuntutnya dari pelaku atau dapat memaafkan pelaku tersebut. 

Apabila korban memaafkan, maka hukuman tersebut dapat gugur.  

c. Ta’żīr berasal dari kata ‘ażara-yu’żīru, menurut Abdul Qadir ‘Audah 

hukuman ta’żīr diartikan sebagai hukuman yang mendidik. Syariat 

telah menetapkan bahwa hukuman ta’żīr bersifat tidak terbatas pada 

jenis hukuman yang mendidik, maka bentuk hukuman ini berbeda-

beda tergantung pada kejahatan pelakunya serta diserahkan kepada 

kebijakan hakim untuk menentukan sesua dengan kondisi tertentu. 

Dalam hal ini, korupsi termasuk dalam bentuk tindak pidana  jarīmah 

yang mengarah pada bentuk ta’żīr sebab hukuman sepenuhnya berada di 

tangan hakim atau pemimpin. Sebagaimana hukuman tindak pidana korupsi 

tidak tertuang secara tersurat dalam al-Qur’ān maupun Hadīs, maka dari itu 

hakim atau pemimpin memiliki wewenang untuk menghakimi atau memutus 
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hukuman dengan merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau 

mengqiyaskan dengan aturan dalam al-Qur’ān dan Hadīs untuk 

pemidanaanya. Adapun dalil yang digunakan dengan merujuk pada surat an 

Nisā’: 58 

 بِِلعَدْلِ  أَنْ تََْكُمُوْا إِنَّ اَلله يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَأمَانَتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذَاحَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ 

عًا بَصِيْْاً يعَِظٌكٌمْ بِهِ  إِنَّ اَلله نعِِمَّا ي ْ  إِنَّ اَلله سََِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanah kepada pemeiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” 

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana nyata dan masif 

terjadi di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi diartikan 

sebagai penyelewenangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahan dan 

sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.36 Dalam literatur 

Islam, penulis agak sukar untuk mendefinisikan istilah korupsi, sebab 

penulis tidak menemukan padanan katanya secara spesifik. Apabila 

 
36 “https://kbbi.web.id/korupsi.html,” t.t. 
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dilakukan penelaahan lebih lanjut praktik yang memiliki kemiripan dengan 

tindak pidana korupsi ada tiga bentuk diantaranya:37 

a. Gulul yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikan dari harta yang 

diamanahkan ke dalam hartanya sendiri. 

b. Risywah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk 

mendapatkan keuntungan.  

c. Sarīqoh yaitu tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa 

sepengetahuan pemilik. 

Dalam syariat Islam tidak ada naṣ yang mengatur hukuman bagi 

pelaku tindak pidana korupsi, karena itu terdapat perbedaan pandangan 

ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengkategorikan korupsi termasuk 

dalam kejahatahan ḥuddud yang diqiyaskan dari tindak pidana pencurian, 

sebab secara unsur tindak pidana korupsi memiliki kesamaan dengan tindak 

pidana pencurian. Namun ulama lain mengklasifikasikan bahwa tindak 

pidana korupsi sebagai kejahatan ta’żīr, sebab tidak ada nash yang mengatur 

dan memberikan hukuman bagi pelaku secara khusus.38 Dari penguraian 

tersebut, penulis cenderung pada pendapat kedua, sebab korupsi berbeda 

dengan tindak pidana pencurian yang mana menurut sebagian ulama bahwa 

syarat sahnya pencurian apabila barang yang diambil tersimpan dan diluar 

 
37 Luluatu Nailul Roja’ dan Ashif Az Zafi, “Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum 

Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 2 (23 

November 2020): 256–58.  
38 Luqman Hakim dan Munawwaroh, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” 37. 
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penguasaan pencuri. Sedangkan harta yang diambil melalui tindakan korupsi 

berada dalam wilayah kekuasaan pelaku yang mana ia mendapat mandat 

penuh dan amanah dari rakyat untuk mengelola anggaran guna kesejahteraan 

masyarakat.39 Praktik ini merujuk dalam ayat al Quran surat al Baqarah: 188 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِِآَْ اِلََ الْْكَُّامِ لتَِأْكُلُوْا فَريِْ قًا مِ نْ اَ   مْوَالِ وَلََ تََْكُلُوْْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

     النَّاسِ بِِلَِْثِْْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ 

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para 

hakim denga maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain 

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 

Jika ditilik dalam sejarah terkait penggunaan istilah korupsi di 

Indonesia, menurut Andi Hamzah yang mengutip dari pendapat Fockema 

Andrea mengemukakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin corruption 

atau corruptus yang berasal pula dari kata corrumpere, yang kemudian turun 

ke bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.40 Pengertian korupsi dalam 

berbagai literatur memiliki stigma yang berbeda dan berupaya untuk 

mendefinisikan dengan beragam cara. Salah satu definisi yang paling 

 
39 M. Wahib Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” 

International Journal Ihya’ ’Ulum al-Din 18, no. 2 (7 September 2017): 170, 

https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735. 
40 Nursyah, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi) (Jakarta: Alumgadan Mandiri, 2020), 15. 
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populer dan paling sederhana yang digunakan oleh bank dunia adalah 

“corruption is that it is the abuse of public power for privat benefit” (korupsi 

merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan 

pribadi atau golongan tertentu).41 Lord Acton menjelaskan bahwa korupsi 

dan kekuasaan memiliki keterkaitan yaitu “power tends to corrupt and 

absolite power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan 

kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut).42  

Korupsi dikategorikan dalam salah satu tindak pidana khusus dengan 

spesifikasi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena 

berdampak pada kebocoran dan penyelewengan terhadap perekonomian 

negara43 yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau 

kelompok tertentu dengan cara mengambil hak-hak milik negara umumnya. 

Maka dari itu perlu adanya pengkajian lanjutan terkait hal ini guna 

menanggulangi jumlah korupsi yang sudah merajalela di Indonesia. 

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah muncul sejak masa 

kerajaan nusantara yang ditandai dengan penggelembungan pajak yang 

dilakukan oleh para pejabat lokal. Hal ini tidak jauh beda dengan yang terjadi 

saat ini, namun implementasi tindakan yang dilakukan mengarah pada 

 
41 Vito Tanzi, “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures,” 

International Monetary Fund 98, no. 63 (1998): 8. 
42 Sapto Handoyo Djakarsih Putro dkk., “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan 

Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” PALAR (Pakuan Law Review) 8, 

no. 4 (2022): 75.  
43 Irfani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa,” Al’Adl 9 (2017): 320. 
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pemanfaatan sistem demokrasi yang sedang berlaku melalui 

penyalahgunaan wewenang pada kursi kekuasaan. Tindakan yang 

sedemikian disebut dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).44 

Maka tidak asing lagi bagi masyarakat apabila penggunaan istilah korupsi 

sudah mendarah daging di Indonesia. 

Dalam sebuah penelitian merumuskan bahwa faktor adanya korupsi 

tidak terlepas dari adanya permasalahan sistematik, struktur, pemerintahan 

yang lemah, norma budaya, dan kondisi sosial ekonomi.45 Dengan demikian, 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk sederhana sebagai berikut:46 

a. Faktor internal ialah penyebab yang muncul dari perseorangan yang 

berasal dari aspek moral, aspek sikap dan aspek sosial. Aspek moral 

disebabkan oleh lemahnya keimanan, kurangnya kejujuran, serta 

hilangnya rasa malu. Aspek sikap berasal dari pola hidup konsumtif. 

Sementara aspek sosial dipengaruhi oleh tekanan keluarga yang 

mendorong seseorang untuk berperilaku korup. 

b. Faktor eksternal yang dapat ditelurusi melalui aspek ekonomi, aspek 

politis, aspek manajemen dan organisasi, aspek hukum, serta aspek 

sosial. Aspek ekonomi misalnya berkaitan dengan pendapatan atau 

 
44 Iwan Santosa, “Korupsi Dari Kerajaan Nusantara Hingga Reformasi,” Kompas.com, 28 

Januari2015,https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara

.hingga.Reformasi?page. 
45 Medani P. Bhandari, “The Corruption a Chronic Disease of Humanity: Causes, Effects and 

Consequences,” Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law 27, no. 1 (2023): 5. 
46 Tim Penulis, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Perpustakaan 

Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), 22. 
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gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis yang mencangkup 

instabilitas politik, kepentingan politik, serta upaya untuk memperoleh 

dan mempertahankan kekuasaan. Aspek dari sisi manajemen dan 

organisasi yang disebabkan oleh ketiadaan akuntabilitas dan 

transparasi. Aspek hukum tampak dari lemahnya kualitas aturan 

perundang-undangan dan penegakkan hukum. Sedangkan aspek sosial 

yang berhubungan dengan lingkungan atau masyarakat yang kurang 

mendukung perilaku anti korupsi. 

Dari penjelasan tersebut, Islam memandang bahwa faktor utama 

penyebab tindak pidana korupsi terletak pada kelemahan moral. Moralitas 

merupakan dasar penting yang membentuk karakter seseorang dalam 

bertindak yang tidak cukup memenuhi kebutuhan fisiknya, sebab ada hal lain 

sebagai kebutuhan metafisik yaitu keimanan.47 karena sebesar apapun 

tekanan yang dihadapi jika seseorang memiliki moral yang baik agar mampu 

menahan godaan atau tekanan tersebut sehingga tidak terjerumus dalam 

perbuatan tercela khususnya dalam hukum berpolitik agar terhindar dari 

tindak pidana korupsi. Hazairin mengungkapkan bahwa hukum tanpa 

adanya moral adalah suatu kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah 

utopia.48 

 
47 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Refelksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia 

Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi) (Depok: Rajawali Press, 2021), 106. 
48 Firmansyah, “Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Al-Amwal: Journal of 

Islamic Economic Law 2, no. 1 (19 Maret 2017): 45–46. 
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2. Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi 

Secara bahasa, peringanan berasal dari kata ringan yang dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat diangkat dengan mudah, sedikit 

bobotnya, dan enteng. Sedangkan peringanan dimaknai sebagai proses, cara, 

atau perbuatan yang meringankan.49 Dalam literatur Islam, peringanan 

mendekati beberapa istilah seperti syafā‘at, takhfīf, rukhṣah, ‘afwu. Di sini 

penulis memadankan istilah peringanan dengan takhfīf yang merupakan 

maṣḍar dari kata khaffafa-yukhoffifu dan berarti keringanan.50  

Kemudian, istilah hukuman berasal dari kata hukum yang berarti 

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan 

oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman diartikan sebagai siksa dan 

sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang 

dan sebagainya.51 

Di beberapa negara, keadaan yang dapat meringankan dikenal 

dengan istilah mitigating (extenuating) circumstances yang dalam 

penerapannya tentu harus melihat dari beberapa aspek seperti sifat, perihal, 

suasana atau situasi yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai sebab dan 

akibat dari tindakanya tersebut.52  

 
49 “https://kbbi.web.id/ringan.html,” t.t. 
50 “https://almaany.com,” t.t. 
51 “https://kbbi.web.id/hukum.html,” t.t. 
52 Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam 

Penjatuhan Perkara Pidana,” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 1 (2018): 91. 
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Peringanan hukuman yang dapat diberikan dalam tindak pidana 

korupsi meliputi tiga bentuk: primer, sekunder, dan tersier. Peringanan 

primer merujuk pada hukum pidana materiil (KUHP) yang dapat diterapkan 

pada kasus-kasus tertentu seperti percobaan tindak pidana, keterlibatan 

sebagai pembantu tindak pidana, dan klasifikasi pidana ringan. Pada bentuk 

sekunder (tambahan) yang diterapkan berdasarkan alasan-alasan non yuridis 

sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dalam menuntut 

umum dan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara dalam bentuk 

tersier (pelengkap) dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan 

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 53  

Pada tesis ini bentuk peringanan yang dibahas adalah peringanan 

dalam bentuk sekunder, karena menganalisis peringanan hukuman tentang 

putusan ringan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang digunakan oleh 

hakim sebagai rujukan tambahan setelah KUHP dalam memberikan pidana 

ringan dalam kasus tindak pidana korupsi. 

PERMA merupakan peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung 

sebagai lembaga yudikatif yang mengadili dan mengawasi dalam ranah 

peradilan di Indonesia, yang hadir sebagai terobosan untuk mengisi 

kekosongan hukum dalam undang-undang.54 PERMA sendiri memiliki 

 
53 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat 

Pidana (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 185–240. 
54 “UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” t.t., pasal 79. 
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ruang lingkup terbatas yang hanya sebagai pelengkap ketetapan hukum 

dalam peraturan tentang ketentuan hukum acara, dan  tidak dapat menggeser 

maupun mengambil alih delegasi undang-undang yang telah ditetapkan.55 

Oleh karena itu, beberapa dari PERMA sendiri memiliki karakteristik 

mengikat sama halnya peraturan undang-undang lainnya sepanjang 

diperintahkan oleh yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan pada 

kewenangan.56  

Namun kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-

undangan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Pasca 

amandemen Undang-Undang Dasar, perubahan pada undang-undang terkait 

pembentukan peraturan perundang-undangan hanya memperjelas 

keberadaan dan kekuatan hukum PERMA, tetapi belum memberikan 

kepastian hukum terhadap posisinya dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Noor M. Aziz menambahkan bahwa pengakuan PERMA tanpa 

adanya posisi yang jelas dalam hierarki perundang-undangan menyebabkan 

peraturan ini sulit untuk dikontrol, meskipun secara subtantif beberapa 

PERMA memiliki karakteristik sebagai peraturan yang mengikat publik.57  

 
55 Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” Jurnal 

Rechtsvinding, 2017, 2. 
56 “UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” t.t., pasal 

8 ayat 2. 
57 Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah 

Agung PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Lex Administratum 4, 

no. 3 (2018): 117. 
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Dengan begitu, walaupun PERMA bersifat mengikat tetapi hierarki 

dalam undang-undang hanya disebutkan secara tersirat yang dapat 

mengakibatkan keambiguan dan berpotensi mempengaruhi kelancaran, 

efisiensi, dan efektivitas dalam sistem peradilan secara keseluruhan.58  

PERMA No. 1 Tahun 2020 merupakan terobosan atas penerapan 

dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 

2001. Sebelum diundangkannya PERMA ini, orientasi hakim dalam 

memberikan vonis tanpa adanya dispartitas merujuk pada pasal 15 dalam 

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang di dalamnya 

menyebutkan bahwa delik percobaan, pemufakatan jahat, dan pembantuan 

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 

5, sampai dengan pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama. Namun, pasal 

tersebut dinyatakan inkonstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) No. 21/PUU-XIV/2016.59 

Petitum dari putusan tersebut menyatakan bahwa:60 1) Frasa tindak 

pidana korupsi dalam pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 

2001 bertentangan dengan UUD NRI 1945; 2) Frasa pemufakatan jahat 

dalam pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat dengan segala hukum akibatnya; 3) Frasa tindak pidana korupsi 

 
58 Tamin, 118. 
59 Santoso, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 19. 
60 “Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016,” t.t., 31–32. 
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dalam pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat/not binding; 4) Memerintahkan 

pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya. 

Setelah Putusan tersebut dikabulkan, hakim mengalami kesulitan 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang memiliki 

keterkaitan dengan pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 

2001. Berdasarkan dalih itulah kemudian dibuatlah PERMA No. 1 Tahun 

2020 sebagai landasan untuk mengadili dan menjatuhkan pidana tanpa 

adanya disparittas terkait kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa.61 

Hal ini diwujudkan melalui berbagai pertimbangan sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 5 dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 meliputi 1) 

kategori kerugian keuangan negara, 2) tingkat kesalahan, dampak, 

keuntungan, 3) rentang penjatuhan pidana, 4) keadaan-keadaan yang 

memberatkan dan meringkan, ; 5) penjatuhan pidana; 6) ketentuan lain yang 

berkaitan dengan penjatuhan pidana.62 

 Lebih jelasnya lagi dalam pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2020 

menjelaskan terkait pedoman pemidanaan pada berat ringannya hukuman 

 
61 Santoso, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 19–20. 
62 Tri Novita Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, “Penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” Jurnal Ilmiah Penegakan 

Hukum 9, no. 2 (2022): 166. 
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tindak pidana korupsi, kemudian dalam pasal 14 diuraikan bahwa hakim 

dapat memberikan peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi 

antara lain: 1) terdakwa belum pernah dipidana, 2) terdakwa kooperatif 

dalam menjalani proses peradilan, 3) terdakwa menyesali perbuatannya dan 

berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana, 4) terdakwa memberi 

keterangan secara berterus terang dalam persidangan, 5) terdakwa telah 

menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya, 6) 

terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana, 7) terdakwa telah berusia 

lanjut atau dalam kondisi sakit, 8) terdakwa mengembalikan harta benda 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum 

penguacapan putusan, dan atau 9) terdakwa memiliki keadaan 

ekonomi/finansial yang buruk. 

3. Maqāṣid asy-Syarī‘ah Perspektif Jasser Auda 

Islam sebagai agama yang penyempurna dari ajaran-ajaran 

sebelumnya memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan 

perintah Allah yang mana al-Qur’ān dan Hadīst dijadikan sebagai pedoman 

utama untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Namun seiring bergulirnya 

zaman, berbagai masalah dan tantangan baru terus muncul dan tentu 

menuntut para fuqoha untuk memberikan solusi yang relevan dan bijak guna 

membimbing masyarakat dalam bersikap dan bertindak dengan tepat. 
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Maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan salah satu metode istinbath hukum 

yang dikembangkan oleh para ulama sebagai sarana ijtihād dalam 

menangani permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-

Qur’ān dan Hadīst. Secara etimologi maqāṣid merupakan bentuk plural dari 

kata maqṣid yaitu maṣdar dari kata qaṣada-yaqṣudu yang berarti maksud, 

sasaran, tujuan. Sedangkan syarī‘ah berasal dari kata syara’a yang berarti 

peraturan63 dimana peraturan yang dimaksudkan adalah syariat atau 

perintah-perintah Allah.  

Bagi sejumlah pakar hukum Islam, istilah maqāṣid asy-syarī‘ah 

sering digunakan sebagai alternatif untuk menyebutkan kepentingan yang 

ada di masyarakat. Dalam hal ini, Abu Hamid al Ghazali mengembangkan 

klasifikasi maqāṣid sepenuhnya pada kepentingan yang tidak terbatas. 

Kemudian, al Qarafi mengaitkan maṣlaḥah dan maqāṣid melalui sebuah 

kaidah dasar (uṣuli) yang menjelaskan bahwa maqāṣid asy-syarī‘ah tidak 

sah kecuali bertujuan untuk kebaikan (maṣlahah) atau mencegah dari 

keburukan (mafsadah).64 

Jasser Auda menjelaskan bahwa maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan 

maksud yang dikehendaki oleh Syari’ dan Rasul-Nya yang direalisasikan 

 
63 “https://almaany.com.” 
64 Jaseer Auda, Maqāṣhid asy-Syarī‘ah As Philosophy Of Islamic Law (London: The 

International Institute of Islamic Thought, 2008), 2. 
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melalui aturan-aturan syariat (tasyri’) dan hukumnya yang ditetapkan 

melalui istinbath oleh para mujtahid dengan teks-teks syariat.65  

Dalam perkembangan modern, konsep maqāṣid mengalami 

perluasan dengan memasukkan konsep perlindungan, pelestarian, 

pembangunan dan hak yang bertujuan memberikan perspektif lebih luas 

terhadap hukum Islam meskipun adanya penolakan dari beberapa ahli 

hukum terkait gagasan tersebut. Secara tradisional, pelestarian keturunan 

adalah salah satu kebutuhan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Dalam 

hal ini, al Amri mencoba untuk menguraikan teori tentang tujuan yang 

diperlukan. Kemudian al-Juwayni mengembangkan konsep teori hukuman 

menjadi teori perlindungan. Sementara Abu Hamid al Ghazali menciptakan 

istilah pelestarian hak milik. Keturunan tujuan dalam hukum Islam pada 

tingkat keniscayaan. Pada abad ke-20 gagasan tentang pelestarian keturunan 

berkembang menjadi teori yang lebih berorientasi pada keluarga. Ibnu Ashur 

misalnya, menggagasnya dengan kepedulian terhadap keluarga sebagai 

bagian dari maqāṣid hukum Islam dalam monografinya yang berjudul Sistem 

Sosial Dalam Islam.66 

Pendekatan baru terhadap maqāṣid tidak lagi hanya berfokus pada 

konsep hukuman yang dikembangkan oleh al-Amiri’ atau konsep pelestarian 

 
65 Auda, 2.2 
66 Auda, Maqāṣhid Asy-Syarī‘ah As Philosophy Of Islamic Law, 22. 
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dari al-Ghazali. Konsep yang dikembangkan melalui pendekatan yang 

mengintegrasikan pada nilai dan sistem seperti pelestarian kekayaan yang 

dikemukakan al-Ghazali, hukuman bagi pencurian yang dikemukakan al-

Amiri, dan perlindungan terhadap uang yang dikemukakan al-Juwayni.  

Dalam perkembangannya, konsep-konsep ini berevolusi menjadi 

terminologi sosio-ekonomu yang lebih luas seperti pada bantuan sosial, 

pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan 

upaya mengurangi kesenjangan tingkat ekonomi. Pendekatan ini 

memungkinkan pemanfaatan maqāṣid asy-syarī‘ah untuk berperan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di sebagian 

besar negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Menurut Jasser 

Auda, maqāṣid digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam 

menganalisa dan mengevalusia hukum Islam berbasis sistem. Artinya, 

kehadiran maqāṣid ini sebagai sarana dalam mengaplikasikan filsafat hukum 

Islam yang menekankan hubungan hukum Islam dan sistem kehidupan yang 

lebih luas.67 

Sepanjang sejarah ilmu pengetahuan telah menjadi pendorong utama 

perubahan besar dalam paradigma umat manusia. Hal ini terlihat jelas dalam 

transformasi yang terjadi dalam bidang alkimia, geometri, dan astronomi 

kuno, khususnya dari peradaban Yunani yang mengajarkan manusia betapa 

 
67 Auda, 24. 
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banyak hal yang belum diketahui. Dengan demikian, lahirlah teori tentang 

alam semesta yang memiliki tujuan akhir untuk mendominasi filsafat agama. 

Filsafat Islam sebagai filsafat post-postmodern yang berifat rasional dan 

tidak berpusat pada pandangan Eropa (non-eurosentris). Dalam konteks ini, 

hukum Islam dapat memanfaatkan kemajuan dalam filsafat baru ini. Jasser 

Auda mengusulkan dan mempromosikan gagasan “filsafat sistem” Islam 

yang dapat mengambil manfaat dari kritik terhadap modernisme dan 

postmodernisme. Dengan begitu filsafat Islam baru ini dapat menawarkan 

perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami serta 

mengembangkan hukum Islam di era modern.68 

Salah satu kontribusi utama Auda adalah pemhamannya bahwa 

hukum Islam memiliki dimensi kognitif. Artinya, hukum Islam tidak hanya 

bersumber dari teks-teks suci semata tetapi juga dari cara manusia 

memahami, mengkaji, dan menerapkannya dalam konteks yang terus 

berubaha. Dengan demikian, hukum Islam bersifat dinamis, adaptif yang 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang juga terus berevolusi. 

Ini menujukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, melainkan 

suatu entitas hidup yang berkembang seiring dengan zaman.69  

 
68 Auda, 27–28. 
69 Jaseer Auda, Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law (London: The International 

Institute of Islamic Thought, 2008), 31. 
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Melalui pendekatan analisis sistem, Auda menegaskan bahwa hukum 

Islam harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen 

yang saling berinteraksi. Ia mengidentifikasi enam fitur penting dalam 

pendekatan ini: 70 

1. Sifat kognitif yang menekankan bahwa hukum Islam harus 

dipahami dalam kerangka berpikir manusia yang terus 

berkembang. 

2. Sifat holistik yang menyiratkan bahwa hukum tidak dapat 

dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan historisnya. 

3. Keterbukaan yakni kemampuan hukum untuk berinteraksi 

dengan perekembangan zaman dan menerima perubahan. 

4. Prinsip hierarki yang saling berhhubungan, artinya hukum Islam 

memiliki tingkatan dan struktur yang saling mendukung bukan 

sebagai aturan yang bersifat parsial. 

5. Multidimensional, yaitu hukum perlu dianalisis dari berbagai 

sudut pandang, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. 

6. Arah dan tujuan yang jelas, sebagaimana arah dan tujuan dalam 

hukum Islam yaitu mewujudukan keadilan, kemasalahatan, dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia. 

 
70 Auda, 33. 
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Dengan mengintegrasikan pedekatan sistem yang ditawarkan oleh Auda 

ini, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman modern tanpa 

kehilangan esensinya, serta membuka jalan bagi lahirnya formulasi hukum 

Islam yang lebih inklusif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat kontemporer. 
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 BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

Dalam menganalisis kajian dalam sebuah penelitian diperlukan suatu 

metode penelitian yang jelas. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam 

penulisan karya ilmiah. Menurut Soejono metode ini berperan sebagai sarana 

untuk menggali dan menyelesaikan masalah guna menemukan kebenaran dari 

fakta-fakta yang ada.1 Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut:   

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif yang menekankan pada kajian maqāṣid asy-syarī‘ah, dan 

peraturan perundang-undangan. Kajian maqāṣid asy-syarī‘ah diterapkan 

karena menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Maqāṣid asy-syarī‘ah 

adalah salah satu metode dalam hukum Islam atau fikih dengan 

mempertimbangkan kepentingan umum (maslaḥah) sebagai dasar utama 

dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang tidak disebutkan 

secara eksplisit dalam teks al-Qur’ān maupun Hadīs, tetapi dirumuskan 

oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihād dengan tetap berpegang 

 
1 Deassy J.A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, dan Ahmad Surya, Metode Penelitian 

Hukum (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 2. 
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teguh pada tujuan syariat.2 Sementara kajian perundang-undangan 

digunakan sebab penelitian ini menganalisis peringanan hukuman tindak 

pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.3  

B. Sumber Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan studi 

dokumen atau kepustakaan (library research), sebab penelitian ini 

membutuhkan pembuktikan asumsi dasar penelitian yang berlandaskan 

pada norma-norma hukum yang sedang diteliti berupa hukum Islam dari 

metode maqāṣid asy-syarī‘ah, hukum positif, doktrin-doktrin hukum, hasil-

hasil penelitian akademik, dan lain-lain yang berasal dari dokumen tertulis 

dan umumnya tersimpan di perpustakaan.4 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua yaitu: 

1.  Bahan hukum primer yang meliputi kitab-kitab maqāṣid asy-

syarī‘ah, PERMA No. 1 Tahun 2020, dan dokumen hukum 

terkait seperti putusan hakim sebagai bahan bukti apabila telah 

adanya peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. 

 
2 Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodolgi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2018), 73. 
3 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58. 
4 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 139–140. 



 

77  

2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku sebagai tambahan 

penguat untuk rujukan dalam penelitian, berbagai artikel hukum, 

dan ensiklopedia yang secara keseluruhannya dimanfaatkan 

untuk membantu dalam memahami teori-teori, konsep, atau 

pandangan yang mendukung dalam penelitian.  

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian 

karena mentransformasikan data menjadi sebuah informasi.5 Pada tahap ini 

data yang diperoleh dilakukan pemilahan untuk menemukan relevansi antar 

data dengan teknik silogisme hukum atau qiyas. Metode ini digunakan 

sebab mengqiyaskan kasus peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

korupsi dengan keadilan dalam kajian maqāṣid asy-syarī‘ah berbasis 

pendekatan sistem yang fokusnya mengarah pada filsafat sistem dan teori 

hukum Islam yang dikemukakan oleh Jasser Auda.  

Teknik silogisme hukum atau qiyas merupakan metode berpikir 

logis yang memiliki karakteristik khusus dalam upaya menemukan dan 

merumuskan kebenaran hukum. Teknik ini merupakan salah satu instrumen 

penting dalam metodologi hukum Islam yang berfungsi untuk 

menghubungkan antara kasus yang belum memiliki ketetapan hukumnya. 6 

 
5 Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 129. 
6 Sufriadi Ishak, “Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam,” Jurnal 

Al-Mizan 10, no. 1 (31 Januari 2023): 19, doi:10.54621/jiamv10i1.581. 
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Dalam penerapannya, qiyas memiliki empat unsur utama yang harus 

dipenuhi agar hasil penlarannya valid dan dapat diterima secara syar’i, 

diantaranya:7 

1. Al aṣhlu adalah kasus atau perkara yang hukumanya telah 

ditetapkan secara eksplisit dalam nash dan karenanya dijadikan 

sebagai tolok ukur atau acuan. 

2. Al far’u merupakan kasus baru yang belum memiliki hukum 

secara eksplisit dalam nash dan hukum atasnya disamakan 

dengan al ashl karena adanya kesamaan dalam sebab hukum 

(illat). 

3. Hukmu al aṣhlu adalah ketetapan hukum yang terkandung dalam 

nash terhadap kasus aṣhl dan digunakan sebagai dasar 

pemberlakuan hukum bagi kasus far’u. 

4. Ṣhifat atau illat yang menjadi dasar penetapan hukum pada aṣhl 

yang keberadaanya juga ditemukan far’u, sehingga 

memungkian analogi hukum dapat diberlakukan.  

Keempat unsur ini saling terkait dan membentuk kerangka 

berpikir sistematis dalam proses qiyas. Penerapan teknik qiyas ini 

menjadi lebih signifikan ketika dihubungkan dengan pendekatan sistem 

yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam filsafat sistem Islam. Auda 

 
7 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 60–61. 



 

79  

memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang bersifat holistik, 

terbuka, dan multidimensional, sehingga proses penalaran hukum 

seperti qiyas tidak boleh berdiri sendiri atau hanya berfokus pada teks, 

melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum 

itu sendiri. Dalam kerangka penelitian ini, teknik qiyas dikaji sebagai 

bagian dari pisau analisis yang digunakan untuk memahami fenomena 

peringanan hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan 

menerapkan prinsip analisis yang terstruktur dan menyeluruh.8 

Pendekatan sistem ini digunakan dalam proses induktif, dimana 

analisis dimulai dari pengamatan terhadap kasus-kasus individual yang 

telah terjadi seperti kasus peringanan hukuman terhadap pelaku korupsi 

kemudian disusun dan dianalisis untuk menghasilkan suatu pemahaman 

yang bersifat umum dan konseptual. Hal ini mencerminkan bagaimana 

qiyas sebagai metode penalaran hukum tidak hanya terbatas pada 

perbandingan kasus, tetapi juga melibatkan pertimbangan etis dan sosial 

dalam upaya mencapai tujuan akhir hukum Islam yaitu keadilan dan 

kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sistemik 

dalam memahami hukum seperti yang diajukan oleh Auda memberikan 

 
8 Jaseer Auda, Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law (London: The International 

Institute of Islamic Thought, 2008), 31-33. 
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ruang yang luas bagi reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual dan 

relevan dengan tantangan zaman modern. 9 

 
9 Ishak, “Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam,” 15. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

A. Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 

Tahun 2020. 

Dalam kajian Islam, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai 

tindak pidana jarīmah dalam bentuk kejahatan ta’żīr, yaitu jenis kejahtan yang 

hukumannya secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Qur’ān maupun Hadīs. 

Oleh karena itu, penentuan hukuman sepenuhnya berada pada wewenang 

hakim atau pemimpin.1 Tindakan semacam ini serupa dengan praktik gulul, 

sebab mengambil harta yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat 

demi memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.2  

Korupsi memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, sebagaimana 

diungkapkan oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt and absolute 

power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung untuk korup4si dan 

kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut).3 Dalam praktiknya, 

tindakan korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun 

eksternal. Namun pada hakikatnya, faktor utama yang mendorong dalam 

 
1 Abdul Qadir ’Audah, at Tasyri’ al Jinā’i al-Islāmi Muqāranan bi al Qānūn al Waḍ'ī (Beirut: 

Dār al Kutūb al Azli, 2008), 78–80. 
2 Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” 170. 
3 Sapto Handoyo Djakarsih Putro dkk., “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan 

Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” PALAR (Pakuan Law Review) 8, 

no. 4 (2022): 75.  
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tindakan ini  adalah kelemahan moral yang sangat berpengaruh terhadap 

integritas seseorang.4  

Sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), tindak pidana 

korupsi seyogianya membutuhkan fokus khusus untuk  memberikan hukuman 

yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun faktanya, tidak 

sedikit dari kasus korupsi justru mendapatkan peringanan hukuman atau yang 

diistilahkan sebagai takhfīf yang tentu menjadi paradoks dalam sistem hukum 

dan menimbulkan keboomerangan di tengah masyarakat. 

Pemberian peringanan bagi pelaku tindak pidana korupsi merujuk pada 

PERMA No. 1 Tahun 2020 yang masuk dalam bentuk aturan sekunder 

(tambahan). Hal ini merujuk pada alasan-alasan non yuridis yang digunakan 

oleh hakim setelah mengacu pada KHUP.5 Sebagaimana rujukan utama dalam 

memutus perkara tetap berpedoman pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 

Tahun 2001 sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur tindak 

pidana korupsi. 

 Pada hakikatnya PERMA merupakan peraturan yang dibentuk oleh 

Mahkahmah Agung untuk mengisi kekosongan hukum yang memiliki ruang 

 
4 Erwin, Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam 

Dimensi Ide Dan Aplikasi), 106. 
5 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 188. 
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lingkup terbatas, sebagaimana kedududukannya dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. 6 

Penyusunan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai solusi terhadap 

kekosongan hukum setelah pasal 15  dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 

20 Tahun 2001 dinyatakan inkonstitusional, justru menimbulkan permasalahan 

baru. Sejumlah ketentuan di dalamnya dinilai mengandung kontradiksi yang 

rumit dalam materi muatannya, baik dalam penegakan hukum pidana maupun 

klausul sanksi pidana yang dinilai terlalu dipetakan dan berdiri sendiri sehingga 

tidak selaras dengan undang-undang yang berlaku. 

Sepeti halnya dalam pemberian peringanan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana korupsi. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak 

terdapat ketentuan pasal yang secara eskplisit mengatur aspek-aspek yang dapat 

menjadi alasan untuk meringankan hukuman bagi pelaku korupsi. Namun 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, terdapat beberapa pasal yang 

memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan  aspek-aspek tertentu yang 

meringankan dalam menjatuhkan putusan. Diantara beberapa dari pasal yang 

dimaksudkan yaitu: 7 

1. Teks pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa 

pembayaran uang pengganti bersifat opsional atau sukarela oleh 

 
6 Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung PERMA) 

Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 117. 
7 Santoso, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 20. 



 

84  

terdakwa sebelum pengucapan putusan. Pasal ini bertentangan 

dengan pasal 1 UU No. 31 Tahun 99 jo. UU No. 20 Tahun 2001, 

yang menerangkan bahwa mewajibkan pengembalian kerugian 

negara minimal sebesar sebesar jumlah kerugian akibat korupsi. 

Dalam ketentuan PERMA ini memberikan batas minimal 

pengembalian kerugian keuangan negara paling sedikit hanya 10%. 

2. Teks pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa 

hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian 

keuangan negara dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang 

bertentangan dengan pasal 4 UU No. 31 Tahun 99 jo. UU No. 20 

Tahun 2001, yang menerangkan bahwa pengembalian kerugian 

keuangan negara tidak menghapuskan delik pidana pelaku korupsi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 

19999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. 

3. Teks pasal 17 ayat (1)  PERMA No. 1 Tahun 2020 yang 

menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan klausul 

perkara tersebut memiliki tingkat aspek kesalahan tinggi, aspek 

dampak tinggi dan aspek keuntungan terdakwa tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal PERMA No. 1 Tahun 2020, muatan ini 

menjadi kontradiksi dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001  

yang mendefinisikan tentang penjatuhan pidana mati, interpretasi 

keadaan tertentu pada UU No. 31 Tahun 1999 bahwa   tafsir keadaan 
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tertentu dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan terhadap dana/keuangan yang diperuntukkan 

bagi penanggulangan bahaya, bencana alam nasional, 

penaggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan 

tindak pidana korupsi. Ditambah pada syarat pasal 17 ayat (2) Perma 

No. 1 Tahun 2020 bahwa bilamana hakim tidak menemukan 

keadaan yang meringankan terdakwa pidana mati dapat dijatuhkan.  

Tidak hanya itu dalam pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2020 juga dinilai 

memiliki materi muatan yang multi tafsir sehingga memberikan keambiguan 

dalam penerapannya. Sebagaimana menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan 

pidana, hakim harus mempertimbangkan terkait keadaan yang dapat 

memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan 

jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV yang 

menyebutkan:  

1. Terdakwa belum pernah dipidana 

2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan 

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi 

lagi 

4. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam 

persidangan 
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5. Terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana 

yang dilakukannya 

6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana 

7. Terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit 

8. Terdakwa mengembalikan harta beda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan dan 

atau 

9. Terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk. 

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, peringanan hukuman dalam 

tindak pidana korupsi dinilai menjadi lebih fleksibel dan subjektif. Akibatnya, 

hal ini dapat menimbulkan presepsi negatif di masyarakat serta berpotensi 

melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan 

pengkajian ulang terhadap ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 agar 

tidak bertentangan dengan prinsip utama dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi dan tetap berlandaskan pada asas keadilan dan kepastian hukum untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

B. Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah Terhadap Peringanan Hukuman Tindak 

Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. 

Korupsi sebagai masalah modern yang menjadi tantangan besar dalam 

sistem pemerintahan ini memiliki dampak langsung pada kesejahteraan 

masyarakat. Namun hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi 
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sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, 

terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak di masyarakat. Dalam Islam, 

pemenuhan hak-hak tersebut sangat dijunjung tinggi terutama dalam konsep 

maqāṣid asy-syarī‘ah yang bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip dasar 

dalam kehidupan manusia. Ketimpangan yang disebabkan oleh korupsi 

melanggar prinsip-prinsip ini, sehingga penelahaanya serta penangananya 

menjadi sangat penting demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan 

bersama. 

Jasser Auda, salah satu pemikir Islam modern yang mengemukakan 

maqāṣid asy-syarī‘ah menggunakan pendekatan sistem, dan memandang 

bahwa hukum Islam sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung bukan 

sebagai aturan yang berdiri sendiri. Dalam perspektif kontemporer, Auda 

mereformasikan maqāṣid asy-syarī‘ah yang secara klasik berfokus pada aspek 

perlindungan (protection) dan pelestarian (preservation) menjadi maqāṣid yang 

menekankan pada pengembangan (developmet) dan pemenuhan hak-hak asasi 

(human right). Ia juga menekankan agar pengembangan sumber daya manusia 

menjadi salah satu aspek utama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan publik 

di era modern.8 

Dalam teori filsafat sistem yang dikemukakan olehnya, alam semesta 

bukan hanya sekedar mesin yang bekerja secara mekanis, tetapi juga bukan 

 
8 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī‘ah (Bandung: Al Mizan, 

2008), 11. 
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sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dipahami. Dunia tidak sekedar bergerak 

berdasarkan sebab-akibat yang terpisah (nothing-but cause-and-effect 

operrations), tetapi memiliki keterkaitan yang kompleks. Oleh karena itu solusi 

terhadap masalah sosial seperti korupsi tidak sekedar menghandalkan teknologi 

atau pendekatan yang terfragmnetasi saja, tetapi memerlukan pendekatan yang 

lebih holistik dan terstruktur.9 Melalui filsafat sistem ini, konsep 

kebermaksudtan (maqāṣid) beserta segala aspek teologisnya kembali menjadi 

bagian dari pembahasan dalam filsafat dan sains.10  

Menurut Auda, hal ini beriiringan dengan filsafat sistem Islam yang 

dapat memanfaatkan kritik filsafat sistem terhadap modernisme dan 

postmodernisme untuk mengembangkan hukum Islam yang lebih adaptif. 

Pendekatan sistematik ini menekankan bahwa hukum Islam adalah suatu sistem 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung, sehingga tidak dapat 

dipahami secara parsial.11  

Hukum Islam juga memiliki sifat kognitif, artinya hukum Islam tidak 

hanya ditentukan oleh teks semata tetapi juga bagaimana manusia mengkaji dan 

mengembangkannya. Inilah sebabnya mengapa ilmu pengetahuan terus 

berkembang, begitupula dengan hukum Islam yang seterusnya beradaptasi 

dengan perubahan zaman.12 Dalam analisis sistem, hukum Islam dipahami 

 
9 Auda, Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law, 2008, 29. 
10 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syar'ah, 64. 
11 Auda, Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law, 2008, 29. 
12 Auda, 31. 
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sebagai sistem yang memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan. Auda, 

mengusulkan beberapa fitur baru dalam analisis hukum Islam, yaitu: 13 

1. Sifat kognitif, artinya hukum Islam dipahami berdasarkan 

pemikiran manusia yang berkembang; 

2. Keseluruhan (holistik), artinya hukum tidak boleh dipisahkan dari 

konteksnya; 

3. Keterbukaan, artinya hukum Islam harus berkembang dan 

berinteraksi dengan perubahan zaman;  

4. Hierarki yang saling berhubungan, artinya hukum Islam memiliki 

tingkatan dan hubungan antar prinsip; 

5. Multidemensional, artinya hukum harus dipahami dari berbagai 

aspek, bukan hanya dari satu sudut pandang saja; 

6. Tujuan dan arah, artinya hukum Islam bertujuan untuk mencapai 

keadilan dan kesejahteraan sosial. 

Pendekatan sistem ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sesuatu 

yang kaku, tetapi lentur yang dapat terbuka terhadap perkembangan zaman. 

Oleh karena itu, konsep ijtihad sangat penting dalam menjaga fleksibilitas 

hukum Islam. Sepanjang sejarah, mayoritas ulama mendukung ijtihad karena 

teks-teks dalil terbatas, sementara permasalahan yang muncul dalam kehidupan 

 
13 Auda, 33. 
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terus berkembang. Untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, terdapat 

beberapa mekanisme yang digunakan, diantaranya:14 

1. Qiyas (analogi), yaitu menggunakan prinsip yang ada untuk 

menetapkan hukum baru; 

2. Maṣlaḥah (kepentingan umum), yaitu mempertimbangkan manfaat 

bagi masyarakat dalam menetapkan hukum; 

3. ‘Urf (adat/kebiasaan), yaitu mengakomodasi budaya lokal selama 

tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 

Selain itu, hierarki dalam hukum Islam juga penting yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sumbernya seperti dalil dalam al-Qur’ān dan 

Hadīs atau berdasarkan tujuan akhirnya yaitu maqāṣid asy-syarī‘ah. 

Menggunakan kedua pendekatan ini dapat membantu menghasilkan 

pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif dalam kehidupan modern.15  

Konsep maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi kunci dalam menjaga 

fleksibilitas hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam bukan hanya sekedar 

mengikuti aturan secara tekstual, tetapi juga memahami makna dan hikmah 

yang ada dibaliknya. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkembang 

 
14 Auda, 47. 
15 Auda, 48. 
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tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, sehingga tetap relevan dan dapat menjadi 

solusi dalam menghadapi permasalahan seperti korupsi di era modern.16 

Salah satu permasalahan kasus tindak pidana korupsi adalah terjadinya 

ketimpangan pada pemberian peringanan hukuman yang diberikan bagi pelaku. 

Dalam konteks ini, peringanan hukuman dapat dianggap sebagai bentuk 

ketidakadilan, kecuali apabila pelaku bertanggung jawab dengan 

mengembalikan hak-hak yang telah dirampas kepada masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa 

kezaliman tidak hanya memerlukan hukuman, tetapi juga pemulihan terhadap 

pihak yang dirugikan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam 

kehidupan sosial, dimana setiap individu mendapatkan haknya secara adil.17 

Konsep keadilan dalam Islam sendiri telah ditegaskan dalam al-Qur’ān, seperti 

dalam surat al Hasyr: 7  

 الََْغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ  كَيْ لََ يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيَْْ 
Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja diantara kamu.”  

Ayat tersebut menekankan pentingnya distribusi kekayaan agara tidak 

hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Perihal korupsi, hal ini memiliki 

 
16 Auda, 51. 
17 Marwan Bukhori bin A. Hamid, Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam 

Pembaharuan Islam Kontemporer (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014), 165. 
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keterkaitan dengan perintah Allah agar setiap keputusan hukum dilakukan 

dengan adil, yang sedemikian termaktub  dalam surat an-Nisā’: 58: 

 وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ انَْ تََْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ    
Artinya: “Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil.” 

Maksud keadilan disini bukan berarti setiap orang harus memiliki 

kesamaan dalam kepemilikan harta, tetapi lebih kepada kesetaraan memperoleh 

hak-hak untuk menjamin dan mendapatkan kedaulatannya. Dalam filsafat 

hukum, keadilan berkaitan dengan keseimbangan terhadap hak-hak manusia 

(ḥuqūq adamiyīn) yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan mendasar dari 

maqāṣid asy-syarī‘ah berupa perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, 

agama, dan harta. Oleh karena itu, menjaga hak merupakan dasar dan inti 

adanya keadilan sosial yang harus diimplementasikan. Salah satunya dengan 

cara menjaga jiwa atau martabat yang merupakan bagian perlindungan hak 

dasar pada manusia.18  

Menegakkan keadilan tidak harus bergantung pada perubahan politik 

atau pemilu, namun komitmen bersama baik sebelum dilaksanakan maupun 

setelahnya. Sebab, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan yang stabil dan sejahtera agar masyarakat dapat terlindungi, stabil, 

dan kuat agar dapat menjamin kebutuhan materi dan spiritual. Hak-hak ini 

 
18 Hamid, 166. 
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merupakan fondasi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan untuk 

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat bukan malah sebaliknya.19  

 Ketika keadilan sosial ini dikaitkan dengan konteks peringanan 

hukuman pelaku tindak pidana korupsi, maka terjadi ketidakseimbangan antara 

hak pelaku dan masyarakat. Dimana hak kesejahteraan masyarakat diambil oleh 

pelaku, namun hukuman yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan dampak 

yang ditimbulkan. Seperti dalam pengembalian aset hasil korupsi tidak selalu 

dilakukan secara penuh, sehingga hak-hak masyarakat tidak dapat terpenuhi. 

Salah satu regulasi yang menimbulkan perdebatan adalah Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 sebagai pedoman alternatif 

bagi hakim untuk memutuskan perkara. Dalam praktiknya, PERMA justru 

membuka celah bagi hakim untuk memberikan vonis ringan secara subjektif. 

Padahal dalam hierarki perundang-undangan, kedudukan PERMA masih belum 

sepenuhnya jelas.20   

Lebih lanjut, salah satu aspek yang menimbulkan kontroversi adalah 

ketentuan dalam pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2020 yang mengatur bahwa 

dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan terkait keadaan 

yang dapat memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang 

baik dan jahat dari terdakwa. Ketentuan ini diperjelas dalam  lampiran IV yang 

 
19 Hamid, 167. 
20 Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung PERMA) 

Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 117. 
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mencantumkan sembilan aspek yang dapat meringankan hukuman terdakwa 

seperti: belum pernah dipidana, bersikap kooperatif dalam menjalani proses 

peradilan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, memberi 

keterangan secara berterus terang dalam persidangan, telah menyerahkan diri 

atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya, belum menikmati hasil 

tindak pidana, telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit, mengembalikan 

harta beda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum 

pengucapan putusan dan atau, memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk. 

Meski terlihat memuat pertimbangan kemanusiaan, aspek-aspek 

tersebut dinilai problematik karena bersifat multitafsir dan berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ini dapat menggeser fokus 

hakim dari esensi tindak pidana yang dilakukan ke arah pertimbangan pribadi 

pelaku yang sifatnya subjektif. Padahal dalam kasus-kasus seperti tindak pidana 

korupsi ini telah merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena 

fokus utama seharusnya adalah pada pemulihan hak-hak masyarakat yang 

dirampas bukan pada karakter dan kondisi pribadi pelaku. Akibatnya, muncul 

kekhawatiran bahwa pengadilan lebih menaruh perhatian pada simpati terhadap 

pelaku ketimbang upaya penegakan keadilan substantif bagi masyarakat. 

Kritik terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020 juga datang dari dua pakar 

hukum pidana di Indonesia, Mudzakkir dan Romli Atmasasmita. Kedua menilai 

bahwa keberadaanya berpotensi mengurangi independensi hakim dalam 

mengadili kasus tindak pidana korupsi. Padahal, independensi hakim sangat 
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menentukan dan mencerminkan kualitas sebuah putusan pengadilan yang bebas 

dan mandiri demi penegakan hukum dan keadilan. 21   

Saat ini, isu-isu pinggiran seringkali dibesar-besarkan dan dimanfaatkan 

oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Sementara itu, 

isu-isu krusial seperti pemberantasan tindak pidana korupsi sering kali 

diabaikan. Oleh karena itu, perhatian harus difokuskan pada penyelesaian 

masalah-masalah mendasar yang memiliki dampak panjang.22 

Prioritas utama dalam hal ini adalah nilai syar’i yaitu “pemulihan 

berkelanjutan secara bertahap demi mencapai perubahan yang ideal”. Artinya, 

kebijakan dan regulasi yang memiliki dampak jangka panjang harus menjadi 

prioritas utama dalam reformasi hukum. Hal ini bertujuan agar sistem sosial 

dan politik dapat pulih serta berfungsi secara optimal.23  

Dalam penerapannya, PERMA No. 1 Tahun 2020 diperlukan 

pengkajian ulang, terutama pada point-point yang memberikan peringanan 

hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebab, apabila tidak dilakukan 

pengkajian secara mendalam, aturan ini dapat mencederai rasa keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat yang telah dirampas hak-haknya oleh para pelaku 

tindak pidana korupsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

 
21 Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih, “Politik Hukum 

PERMA No. 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan 

Pelaku Korupsi,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 210. 
22 Hamid, Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam 

Kontemporer, 168. 
23 Hamid, 168., 168 
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keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga dengan 

pemulihan hak masyarakat yang terdampak. Apabila hukuman yang dijatuhkan 

terlalu ringan atau terdapat celah yang memungkinkan pelaku lolos dari 

pertanggungjawaban yang sesuai, maka terjadi ketimpangan antara hak pelaku 

dan hak masyarakat. 

Dalam kerangka maqāṣid asy-syarī‘ah, hukum harus ditegakkan 

dengan mempertimbangkan tujuan utama yaitu melindungi kepentingan 

masyarakat, termasuk dalam perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan 

umum. Tujuan ini memiliki keselarasan yang erat dengan prinsip-prinsip hak 

asasi manusia, khsuusnya hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) yang 

menjadi hak dasar setiap individu. Hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara 

moral dan etis, tetapi juga secara hukum melalui berbagai instrumen 

internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan 

bahwa martabat manusia harus dijaga melalui pemenuhan hak-haknya.24 

Dalam konteks internasional, negara-negara telah menunjukkan 

komitmennya terhadap perlindungan hak ekosob melalui ratifikasi Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia 

sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi kovenan ini memiliki 

kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut yang antara lain mencaakup hak 

atas jaminan sosial, standar hidup yang layak, pangan, tempat tinggal, serta 

 
24 Robby Darwis Nasution, “Korupsi Dan Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di 

Indonesia” 1, no. 2 (2013): 2. 
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pendidikan. Namun dalam praktiknya pelaksanaan hak-hak ini di Indonesia 

masih menghadapi banyak tantangan serius. Salah satu hambatan utamanya 

adalah tingginya tingkat korupsi yang menyebabkan terhambatnya distribusi 

anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar tersebut. 

Lebih jauh lagi, lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi 

menunjukkan belum adanya upaya serius untuk mengedepankan keadilan sosial 

dan kesejahteraan rakyat. 25 

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan merupakan landasan utama 

dalam al-Qur’ān menuntut agar hukum ditegakkan secara adil tanpa memihak 

pada kelompok tertentu, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan 

publik seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketentuan dalam PERMA 

No. 1 Tahun 2020 yang memungkinkan pemberian vonis ringan terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi harus dikaji dan dievaluasi kembali agar tidak 

merugikan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan 

sosial yang lebih luas. 

Apabila sistem hukum tetap memberikan ruang bagi peringanan 

hukuman yang tidak proporsional, maka dampaknya bukan hanya pada 

ketidakadilan, tetapi juga semakin melemahknya kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum. Tindak pidana korupsi yang merusak 

kesejahteraan sosial seharusnya mendapat hukuman yang sebanding dengan 

 
25 Nasution, 16–17. 
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dampaknya, bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, revisi terhadap point-

point dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang mengarah pada pemberian 

kelonggaran hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus menjadi 

prioritas agar hukum benar-benar berfungsi untuk menegakkan keadilan dan 

melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan. 
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BAB V PENUTUP 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan 

negara dan merampas hak-hak masyarakat. Dalam sistem hukum yang ideal, 

hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus mencerminkan tingkat 

kejhatan yang dilakukan agar memberikan efek jera dan memastikan keadilan 

bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, hukuman bagi pelaku sering kali 

lebih ringan dibanding dengan dampak yang mereka timbulkan. Hal ini 

menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, dimana hak pelaku lebih 

diperhatikan dibanding dengan pemulihan hak-hak masyarakat yang telah 

dirugikan. 

Dalam Islam, konsep keadilan dan kesejahteraan sosial sangat dijunjung 

tinggi terutama dalam maqāṣid asy-syarī‘ah yang bertujuan untuk melindungi 

hak-hak dasar manusia, termasuk harta dan kesejahteraan publik. Hal ini juga 

sejalan dengan hak ekosob yang menuntut perlindungan dan pengembalian hak-

hak dasar manusia yang telah di ambil para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh 

karena itu, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi penting untuk 

memastikan bahwa hukum yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip 

keadilan ini. Pemikiran Jasser Auda tentang pendekatan sistem dalam hukum 
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Islam menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi 

harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan berkembang 

sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan 

hukum, termasuk yang berkaitan dengan peringanan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana korupsi harus dikaji secara menyeluruh agar tidak bertentangan 

dengan prinsip utama hukum Islam, yaitu keadilan dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. 

Salah satu bentuk ketimpangan dalam sistem hukum saat ini adalah 

adanya peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana 

diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Regulasi ini membuka celah bagi 

hakim untuk memberikan vonis ringan, padahal dampak korupsi sangat 

merugikan bagi masyarakat luas. Hal ini memperburuk ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum, sebab para pelaku seolah mendapat 

perlakuan istimewa dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. 

Dari perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah, kebijakan hukum harus bertujuan 

untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan mencegah kezaliman. Oleh 

karena itu, peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak 

diimbangi dengan pemulihan hak-hak masyarakat justru bertentangan dengan 

prinsip keadilan dalam Islam. Dalam Islam, keadilan tidak hanya sebatas 

memberikan hukuman bagi bagi pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan 

bahwa hak korban dipulihkan. Hukuman yang ringan tanpa adanya 

pengembalian aset hasil korupsi berarti membiarkan kezaliman terus terjadi, 
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yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam al-Qur’ān 

dan Hadīs. 

Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 

2020, terutama pada point-point yang memberikan celah bagi peringanan 

hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Reformasi hukum harus 

menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dengan 

memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi menerima hukuman 

yang sesuai, serta mengembalikan aset yang telah dirampas. Sebab apabila 

hukum terus memberikan kelonggaran bagi pelaku, maka hal ini tidak hanya 

merusak keadilan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih tegas, adil, dan 

berbasis maqāṣid asy-syarī‘ah perlu diterapkan agar sistem hukum benar-benar 

berfungsi dalam menegakkan keadilan serta melindungi kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran 

mengenai penelitian ini: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan 

maupun referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang 

mengkaji tentang peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
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2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini 

diharapkan agar memperkaya teori dan referensi yang digunakan, karena 

dalam penelitian ini terbilang minim. 

3. Sebagai upaya untuk diadakannya pengkajian ulang dan evaluasi terhadap 

PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dinilai melemahkan kemaslahatan bagi 

masyarakat pada umumnya.  

4. Sebagai upaya untuk segera disahkannya undang-undang perampasan aset 

guna menganggulangi kejahatan serta memberikan efek jera bagi pelaku 

tindak pidana korupsi. 
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